
 

 

LAPORAN SAKIP 

2021 

PENGADILAN NEGERI TAIS KELAS II 

 

 

 

TAHUN 

 

 

 

 

 

 



 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 Page ii 

 
 
 
 
 
 
 

Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri 

Tais  Tahun 2021  ini disusun sebagai 

salah satu perwujudan akuntabilitas 

atas pelaksanaan visi, misi, dan  

Tupoksi  yang  diembannya  kepada  

publik,  yang  berpedoman  pada  

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 

1999 tentang Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah serta mengacu  

pada  Peraturan  Menteri  Negara  

Pendayagunaan  Aparatur  Negara  

dan  Reformasi Birokrasi Nomor: 29 

Tahun 2010   tentang Pedoman 

Penyusunan Penetapan Kinerja dan 

Pelaporan Kinerja Instansi 

Pemerintah serta Surat Sekretaris 

Mahkamah Agung Nomor: 

3112/SEK/ OT.01.1/12/2021 

tanggal 13 Desember 2021 perihal 

Penyampaian Dokumen SAKIP. 

LKjIP ini memuat pelaporan 

kinerja Pengadilan Negeri Tais atas 

pencapaian output/suboutput penting 

kegiatan sesuai dengan tugas dan 

fungsi Pengadilan Negeri Tais sebagai 

Badan Peradilan Tingkat Pertama 

yang berada di bawah Mahkamah 

Agung RI. Pencapaian kinerja 

dimaksud akan menentukan hasil 

pencapaian outcome program/output 

penting kegiatan yang dilaksanakan 

Unit Organisasi Eselon I Mahkamah 

Agung RI, dan seterusnya akan 

menentukan kinerja atas pencapaian 

sasaran strategis/outcome program 

yang dilaksanakan Mahkamah Agung 

RI dan Badan Peradilan dibawahnya,  

sebagaimana tertuang dalam 

Rencana Strategis (Renstra) 

Mahkamah Agung RI tahun 2020 – 

2024. 

Beberapa   program   yang   

telah   dilaksanakan   melalui   

kegiatan-kegiatan   tersebut 

dimaksudkan sebagai  bentuk  peran   

aktif  Pengadilan  Negeri Tais dalam  

rangka mewujudkan good governance. 

Diharapkan apa yang telah dicapai 

Pengadilan Negeri Tais dalam kurun 

waktu tersebut dapat memberikan 

Kata Pengantar  
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Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri 

Tais Tahun 2021 ini merupakan wujud 

akuntabilitas pencapaian kinerja dari 

pelaksanaan Rencana Strategis 

Pengadilan Negeri Negeri Tais 2020 – 

2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 

2021 yang telah ditetapkan melalui 

Penetapan Kinerja Tahun 2021. 

Penyusunan LKJIP Pengadilan 

Negeri Tais Tahun 2021 ini pada 

hakekatnya merupakan kewajiban dan 

upaya untuk memberikan penjelasan 

mengenai akuntabilitas dan 

responsibilitas terhadap kinerja yang 

telah dilakukan selama tahun 2021. 

Hal ini mengingat pelaporan 

akuntabilitas kinerja merupakan suatu 

keharusan manajemen pemerintahan 

negara dan implementasi berbagai 

kebijakan Negara yang 

menitikberatkan pada upaya 

peningkatan kepercayaan publik dan 

perwujudan kepemerintahan yang baik 

(good governance), sebagaimana 

termuat dalam Tap MPR No. 

XI/MPR/1998 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih 

dan Bebas Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme yang ditindak lanjuti 

dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih 

dan Bebas Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme. 

Seiring dengan upaya 

merealisasikan good governance, 

Pengadilan Negeri Tais telah 

melaksanakan berbagai kegiatan dan 

program, mewujudkan tercapainya 

tujuan dan sasaran, serta visi dan misi 

yang secara sistematis telah 

dituangkan dalam Renstra Pengadilan 

Negeri Tais tahun 2020– 2024. 

Dalam rangka melaksanakan 

kekuasaan kehakiman yang merdeka 

melalui penyelenggaraan peradilan 

guna menegakkan hukum dan 

keadilan maka dirumuskan tujuan 

yang diharapkan dapat dicapai adalah 

Pertama     : Pencari keadilan merasa 

kebutuhan dan 

kepuasannya terpenuhi; 

Kedua        : Setiap pencari keadilan 

dapat menjangkau badan 

peradilan; dan 

Ketiga        : Publik percaya bahwa 

Pengadilan Negeri Tais 

Kelas II memenuhi tujuan 

pertama dan kedua 

tersebut. 

 

 

 

 

 

 

         RINGKASAN EKSEKUTIF  
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Selanjutnya dari tujuan tersebut maka 

sasaran pertama adalah terwujudnya 

Proses Peradilan yang pasti, Transparan 

dan Akuntabel; Kedua adalah 

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan 

Penyelesaian Perkara; Ketiga adalah 

Peningkatan Akses Peradilan bagi 

Masyarakaat Miskin dan Terpinggirkan; 

Keempat adalah Peningkatan Kepatuhan 

terhadap Putusan Pengadilan; 

Keempat sasaran strategis 

tersebut selanjutnya diukur dengan 

mengaplikasikan 18 indikator kinerja 

dan 18 target kinerja.

 

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Tais 

Kelas II adalah sebesar 95.02%. Rincian capaian kinerja masing-masing 

indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel 

berikut: 

Tabel 1 : Pencapaian Kinerja Keseluruhan 

PENCAPAIAN KINERJA KESELURUHAN 

No Sasaran Strategis Capaian( % ) 

   

1. 
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan 

Akuntabel 
91.75 % 

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara  88.33 % 

3. 
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan 

Terpinggirkan 
100 % 

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan 100 % 

Rata-rata capaian kinerja keseluruhan 95.02 % 

 

Tingkat  pencapaian  kinerja  pada  Sasaran  Strategis  I  pada  Tahun  

2021  adalah Sebesar 91,75 %. Rincian capaian kinerja sasaran trategis 

tersebut dirinci dalam tabel berikut: 

 

Tabel 2 : Sasaran Strategis I 

SASARAN STRATEGIS I 

TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI,  

TRANSPARAN DAN AKUNTABEL 

No Indikator Kinerja Target Realisasi 
Capaian 

 ( % ) 

a. 
Persentase Sisa Perkara Perdata yang 

diselesaikan 
100% 100 % 100 % 

b. 
Persentase Sisa Perkara Pidana yang 

diselesaikan 
100% 100% 100% 
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c. 
Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang 

diselesaikan 
100% 100% 100% 

d. 
Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan 

Tepat Waktu 
100% 100% 100% 

e. 
Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan 

Tepat Waktu 
100% 100% 100% 

f. 
Persentase Perkara Pidana Khusus yang 

Diselesaikan Tepat Waktu 
100% 100% 100% 

g. 
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan 

Upaya Hukum  Banding 
90% 90.32% 101.36% 

h. 
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan 

Upaya Hukum  Kasasi 
95% 96.77% 101.86% 

i. 
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan 

Upaya Hukum  Peninjauan Kembali 
100% 100% 100% 

j. 
Persentase Perkara Pidana Anak yang 

Diselesaikan dengan Diversi 
15% 0% 0% 

k. Index Kepuasan Pencari Keadilan 91% 97.38% 107.01% 

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I 91.75 % 

 

Tingkat  pencapaian  kinerja  pada  Sasaran  Strategis  II  pada  Tahun  

2021  adalah sebesar 88.33%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis 

tersebut dirinci dalam tabel berikut: 

 

Tabel 3 : Sasaran Strategis II 

SASARAN STRATEGIS II 

PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA 

No Indikator Kinerja Target Realisasi 
Capaian 

 ( % ) 

a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata 

yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu 
100% 100% 100% 

b. 
Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana 

yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu 
100% 100% 100% 

c. 
Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui 

Mediasi 
15% 6.25% 41.66% 

d. 

Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan 

Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara 

Lengkap dan Tepat Waktu 

100% 100% 100% 

e. 
Persentase Putusan Perkara yang Menarik 

Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses 
10% 10% 100% 
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Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah 

Putus 

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II 88.33 % 

 

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis III pada Tahun 

2021 adalah sebesar 100 %. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut 

dirinci dalam tabel berikut: 

Tabel 4 : Sasaran Strategis III 

SASARAN STRATEGIS III 

MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN 

TERPINGGIRKAN 

No Indikator Kinerja Target Realisasi 
Capaian  

( % ) 

a. 

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu 

yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum 

(Posbakum) 

100% 100% 100% 

Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III 100 % 

 

 

Tingkat  pencapaian  kinerja  pada  Sasaran  Strategis  IV  pada  

Tahun  2021  adalah Sebesar 100 %. Rincian capaian kinerja sasaran 

strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut: 

 

Tabel 5 : Sasaran Strategis IV 

SASARAN STRATEGIS IV 

MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN 

No Indikator Kinerja Target Realisasi 
Capaian  

( % ) 

a. 
Persentase Putusan Perkara Perdata yang 

Ditindaklanjuti (dieksekusi) 
100 % 100% 100% 

Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV 100% 
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A. LATAR BELAKANG 
 

 

 

 

engadilan Negeri Tais Kelas II 

merupakan Peradilan Umum 

Tingkat Pertama di bawah 

Mahkamah Agung RI sebagai 

pelaksana kekuasaan kehakiman yang 

merdeka untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakan hukum 

dan keadilan, dengan tugas pokok 

menerima, memeriksa, memutuskan 

perkara pidana dan perdata pada 

tingkat pertama. 

Oleh  sebab  itu  setiap  Hakim  harus  

memegang  prinsip  dalam  mengadili  

agar  tidak  terjadi kesewenang-

wenangan diantaranya : 

1. Harus mengandung tujuan yang tidak 

bertentangan dengan asas hukum 

umum, terutama asas keadilan. 

2. Harus   dapat   menunjukan   

penerapan   hukum   yang   ada   

tanpa   suatu   diskresi,   akan 

menimbulkan  pertentangan  secara  

nyata  dengan  rasa  keadilan,  

terutama  rasa  keadilan pencari 

keadilan. 

3. Tidak boleh menciderai asas dan 

norma konstitusi (batas yang tidak 

dapat dilampaui) 

4. Tidak boleh mencederai hak-hak 

asasi pencari keadilan 

5. Walaupun  ada  diskresi, putusan  

Hakim  harus  semata-mata  

didasarkan  pada  Fakta  yang 

ditemukan dipersidangan dan tetap 

memutus menurut hukum. 

Mengingat luas lingkup tugas 

dan beratnya beban pekerjaan yang 

harus dilaksanakan oleh Pengadilan, 

maka dalam hal penyelenggaraan 

administrasi pengadilan oleh undang-

undang dibedakan menurut jenisnya 

kedalam administrasi Kepaniteraan 

dan administrasi Sekretariat, hal mana 

dimaksudkan selain menyangkut aspek 

ketertiban dalam penyelenggaraan 

administrasi juga akan mempengaruhi 

kelancaran penyelenggaraan peradilan. 

Selain  hal  diatas  sesuai  dengan  arah  

dan  kebijakan  Mahkamah  Agung  RI  

dengan agenda pembaharuannya , 

maka di Pengadilan Negeri Tais Kelas II 

program prioritas antara lain : 

 

 

P 

           PENDAHULUAN  BAB I 
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1. Program Keterbukaan Informasi 

Dengan ada Surat Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung RI Nomor: 

144/KMA/SK/VII/2007 dan Surat 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung 

RI Nomor: 144/KMA/SK/I/2011, 

maka pada Pengadilan Negeri Tais 

sudah memiliki website dengan 

alamat  www.pn-tais.go.id. Aplikasi 

Sistem Informasi penelusuran perkara 

(SIPP) Pengadilan Negeri Tais telah 

menggunakan versi SIPP 4.1.1 

 

2. Program Pengembangan Sistem 

Pengadilan yang Akuntabel dan 

Transparan 

Pada program ini Pengadilan Negeri 

Tais telah menyediakan meja 

informasi dan meja pengaduan 

meskipun sarananya masih terbatas, 

yang berada dibawah tanggung jawab 

Kepaniteraan Hukum. 

 

PERMASALAHAN UTAMA 

Permasalahan-permasalahan yang 

dihadapi Kantor Pengadilan Negeri Tais 

Kelas II dalam melaksanakan tugas dan 

fungsi adalah sebagai berikut: 

1. Mutasi atau Promosi staf ke luar 

Pengadilan Negeri Tais Kelas II tidak 

diimbangi dengan mutasi staf ke 

Pengadilan Negeri Tais Kelas II 

2. Anggaran yang diterima Pengadilan 

Negeri Tais, khususnya 

menyangkut Belanja Modal seperti 

Sarana dan Prasarana tidak 

mencukupi.
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B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 
 

 

engadilan Negeri Tais Kelas II didirikan pada tahun 2009 berdasarkan 

Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor.03 Tahun 2008 

Tanggal 26 Januari 2008. 

 

1.  TUGAS POKOK 

Pengadilan Negeri  Tais adalah  

pelaksana  kekuasaan kehakiman 

yang  bertugas menyelenggarakan 

Peradilan guna menegakkan hukum 

dan keadilan di wilayah hukum 

Kabupaten Seluma berasaskan 

Pancasila dan UUD 1945, serta 

mempunyai tugas pokok menerima, 

memeriksa dan mengadili serta 

menyelesaikan setiap perkara yang 

diajukan kepadanya dan tugas lain 

yang diberikan kepadanya 

berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

Dalam pelaksanaan tugasnya, 

Pengadilan Negeri Tais Kelas II terlepas 

dari pengaruh pemerintah dan 

pengaruh luar lain sesuai Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 

kekuasaan Kehakiman. 

 

2.  FUNGSI 

Dalam melaksanakan tugas 

tersebut Pengadilan Negeri Tais Kelas II 

menyelenggarakan fungsi utama yaitu: 

1) Fungsi Peradilan (Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2004) 

a. Menerima, memeriksa, mengadili 

dan memutus perkara. 

b. Mengajukan berkas perkara yang 

mengajukan upaya hukum ke 

tingkat Banding, kasasi dan 

Peninjauan Kembali (PK). 

c. Melaksanakan putusan (eksekusi) 

terhadap putusan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap. 

2) Fungsi Nasehat 

 

a. Pengadilan Negeri dapat memberi 

nasehat atau pertimbangan-

pertimbangan dalam bidang hukum 

kepada lembaga pemerintah daerah 

dan lembaga lain yang meminta 

(undang-Undang No. 5 tahun2004). 

b. Melakukan pengawasan terhadap 

para narapidana yang ada 

dirutan/lembaga pemasyarakatan di 

wilayah hukumnya. 

 

3) Fungsi Administratif 

 

Pengadilan Negeri 

menyelenggarakan administrasi 

umum, keuangan dan kepegawaian 

serta lainnya untuk mendukung 

pelaksanaan tugas pokokteknis 

peradilan dan administrasi 

peradilan. 

 

P 
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4) Fungsi lain 

Selain tugas pokok untuk menerima, 

memeriksa, mengadili dan memutus 

perkara berdasarkan Undang-

Undang No. 4 tahun 2004dan No. 5 

tahun 2004, Pengadilan Negeri 

dapat diserahi tugas dan 

kewenangan lain berdasarkan 

peraturan perundang-undangan.
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C.Struktur Organisasi  

 

alam melaksanakan  tugas  

dan  fungsinya,  telah disusun  

struktur  Organisasi 

Pengadilan Negeri berdasarkan 

Peraturan Mahkamah Agung No. 4 

Tahun 2018 tentang perubahan atas 

peraturan mahkamah agung nomor 7 

tahun 2015 tentang organisasi dan tata 

kerja Kepaniteraan dan 

Kesekretariatan Peradilan. 

Susunan organisasi Pengadilan 

Negeri Tais berdasarkan Peraturan 

Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2018 

tentang perubahan atas peraturan 

mahkamah agung nomor 7 tahun 2015 

adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

D 

SEKRETARIS 
HABIBUDDIN, S.H. 

KASUBBAG UMUM 
DAN KEUANGAN 

 
ARI ADRINA, S.E. 

KASUBBAG 
KEPEGAWAIAN DAN 

ORTALA 
 

DECKY CANDRA 
IRAWAN, S.E. 

KASUBBAG 
PERENCANAAN, TI 
DAN PELAPORAN 

 
IRDIAN 

NOFRIANSYAH, S.H. 

HAKIM 
 

CRIMSON, S.H., M.H. 

GALUH WAHYU KUMALASARI, S.H.,M.H 
MURNIAWATI P.D DJAMALUDDIN, S.H.,M.H 

NESIA HAPSARI, S.H.,M.H 

JUNA SAPUTRA GINTING, S.H.,M.H 
ANDI BUNGAWALI ANASTASIA, S.H. 

ZAIMI MULTAZIM, S.H. 

WAKIL KETUA 
--------. 

KETUA 
ERWINDU, S.H. 

KELOMPOK FUNGSIONAL 

KEPANITERAAN 

 

PANITERA PENGGANTI 

1. ANITA MAYASARI, S.H., M.H. 

2. ANNA LESTARI, S.H. 

3. RIZA NOPLAILY,S.Kom.,S.H.,M.H 

 

JURU SITA / JURUSITA PENGGANTI 

1. TRANMIARSO 

2. JAYADI, A.Md. 

PANITERA MUDA 
PIDANA 

  
AKHMAD 

NOPRIANSYAH, 
S.H. 

PANITERA 
MUDA PERDATA 

  
JUMARDI 

LISMAN, S.H. 

PANITERA 
MUDA HUKUM 

  
HAIRUL IKSAN 

PANITERA 
SIDIANTO, S.H., M.H. 
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Berdasarkan Bagan Struktur 

Organisasi diatas, dijelaskan bahwa 

Pengadilan Negeri Tais dipimpin oleh 

seorang Ketua Pengadilan yang 

membawahi seluruh unit kerjanya. 

Hakim mempunyai garis koordinasi 

dengan Ketua Pengadilan. Dibawah 

struktur jabatan Ketua terdapat 

jabatan Wakil Ketua, Panitera dan 

Sekretaris yang berada dibawah Ketua 

dan Wakil Ketua. Panitera dan 

Sekretaris dalam melaksanakan 

tugasnya membawahi dua bagian yaitu 

kepaniteraan dan kesekretariatan. 

Pada bagian kepaniteraan terdapat tiga 

bagian Panitera Muda yaitu Panitera 

Muda Pidana, Panitera Muda Perdata 

dan Panitera Muda Hukum. Sedangkan 

bagian kesekretariatan terdapat tiga 

Kepala Sub Bagian, yaitu Kasub bag 

Umum dan Keuangan, Kasubbag 

Kepegawaian dan Organisasi Tata 

Laksana, dan Kasubbag Perencanaan, 

Teknologi Informasi dan Pelaporan. 

Yang masing-masing membawahi 

pelaksana/staf. Sedangkan Panitera 

Pengganti, Juru Sita/Juru Sita 

Pengganti, Pranata Peradilan 

mempunyai garis koordinasi dengan 

Panitera. 

Uraian tugas dan fungsi 

Pengadilan Negeri Tais sesuai struktur 

organisasi Pengadilan Negeri Tais Kelas 

II adalah sebagai berikut: 

 

 

1. Ketua Pengadilan dan Wakil Ketua 

Pengadilan 

• Ketua Pengadilan sebagai 

pimpinan Pengadilan 

bertanggung jawab atas 

terselenggaranya administrasi 

perkara pada Pengadilan; 

• Ketua Pengadilan melaksanakan 

pengawasan terhadap 

penyelenggaraan peradilan di 

Peradilan Tingkat Pertama yang 

dibantu oleh Wakil Ketua 

Pengadilan; 

• Ketua Pengadilan menunjuk 

Hakim sebagai juru bicara 

pengadilan untuk memberikan 

penjelasan tentang hal-hal yang 

berhubungan dengan 

pengadilan; 

• Sebagai pelaksana administrasi 

perkara, Ketua Pengadilan 

menyerahkan kepada Panitera 

Pengadilan. 

 

2. Hakim 

• Hakim Pengadilan adalah 

pejabat yang melaksanakan 

tugas Kekuasaan Kehakiman. 

Tugas utama hakim adalah 

menerima, memeriksa dan 

mengadili serta menyelesaikan 

semua perkara yang diajukan 

kepadanya; 
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• Dalam perkara perdata, hakim 

harus membantu para pencari 

keadilan dan berusaha keras 

untuk mengatasi hambatan-

hambatan dan rintangan agar 

terciptanya peradilan yang 

sederhana, cepat dan biaya 

ringan. 

3. Panitera 

Panitera Pengadilan Negeri Kelas 

II menyelenggarakan fungsi: 

• Pelaksanaan koordinasi, 

pembinaan dan pengawasan 

pelaksanaan tugas dalam 

pemberian dukungan di bidang 

teknis; 

• Pelaksanaan pengelolaan 

administrasi perkara perdata; 

• Pelaksananaan pengelolaan 

administrasi perkara pidana; 

• Pelaksananaan pengelolaan 

administrasi perkara khusus; 

• Pelaksananaan pengelolaan 

administrasi perkara, penyajian 

data perkara, dan transparansi 

perkara; 

• Pelaksanaan administrasi 

keuangan yang berasal dari 

APBN dalam program teknis dan 

keuangan perkara yang 

ditetapkan berdasarkan 

peraturan dan perundang-

undangan, minutasi, evaluasi 

dan administrasi kepaniteraan; 

• Pelaksanaan mediasi; 

• Pembinaan teknis kepaniteraan 

dan kejurusitaan; dan 

• Pelaksanaan fungsi lain yang 

diberikan oleh ketua pengadilan 

negeri. 

 

4. Panitera Muda Perdata 

Panitera Muda Perdata 

mempunyai tugas melaksanakan 

administrasi perkara di bidang 

perdata, Panitera Muda Perdata 

menyelenggarakan fungsi: 

• Pelaksanaan pemeriksaan dan 

penelaahan kelengkapan berkas 

perkara perdata; 

• Pelaksanaan registrasi perkara 

gugatan dan permohonan; 

• Pelaksanaan distribusi perkara 

yang telah diregister untuk 

diteruskan kepada ketua majelis 

hakim berdasarkan penetapan 

penunjukkan majelis hakim dari 

ketua pengadilan; 

• Pelaksanaan penerimaan 

kembali berkas perkara yang 

sudah diputus dan diminutasi; 

• Pelaksanaan pemberitahuan isi 

putusan tingkat pertama kepada 

para pihak yang tidak hadir; 

• Pelaksanaan penyampaian 

pemberitahuan putusan tingkat 

banding, kasasi dan peninjauan 

kembali kepada para pihak; 

• Pelaksanaan penerimaan dan 

pengiriman berkas perkara yang 

dimohonkan banding, kasasi 

dan peninjauan kembali; 

Pelaksanaan pengawasan 

terhadap pemberitahuan isi 

putusan upaya hukum kepada 
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para pihak dan menyampaikan 

relas penyerahan isi putusan 

kepada Pengadilan Tinggi dan 

Mahkamah Agung; Pelaksanaan 

penerimaan konsinyasi. 

• Pelaksanaan penerimaan 

permohonan eksekusi; 

• Pelaksanaan penyimpanan 

berkas perkara yang belum 

mempunyai kekuatan hukum 

tetap; 

• Pelaksanaan penyerahan berkas 

perkara yang sudah 

berkekuatan hukum tetap 

kepada Panitera Muda Hukum; 

• Pelaksanaan urusan tata usaha 

kepaniteraan; 

• Pelaksanaan fungsi lain yang 

diberikan oleh Panitera. 

  

5. Panitera Muda Pidana 

Panitera Muda Pidana 

menyelenggarakan fungsi: 

• Pelaksanaan pemeriksaan dan 

penelaahan kelengkapan berkas 

perkara pidana; 

• Pelaksanaan registrasi perkara 

pidana; 

• Pelaksanaan penerimaan 

permohonan praperadilan dan 

pemberitahuan kepada 

termohon; 

• Pelaksanaan distribusi perkara 

yang telah diregister untuk 

diteruskan kepada Ketua Majelis 

Hakim berdasarkan penetapan 

penunjukkan Majelis Hakim dari 

Ketua Pengadilan; 

• Pelaksanaan penghitungan, 

penyiapan dan pengiriman 

penetapan penahanan, 

perpanjangan penahanan dan 

penangguhan penahanan; 

• Pelaksanaan penerimaan 

permohonan ijin penggeledahan 

dan ijin penyitaan dari penyidik; 

• Pelaksanaan penerimaan 

kembali berkas perkara yang 

sudah diputus dan diminutasi; 

• Pelaksanaan pemberitahuan isi 

putusan tingkat pertama kepada 

para pihak yang tidak hadir; 

• Pelaksanaan penyampaian 

pemberitahuan putusan tingkat 

banding, kasasi dan peninjauan 

kembali kepada para pihak; 

• Pelaksanaan penerimaan dan 

pengiriman berkas perkara yang 

dimohonkan banding, kasasi 

dan peninjauan kembali; 

• Pelaksanaan pengawasan 

terhadap pemberitahuan isi 

putusan upaya hukum kepada 

para pihak dan menyampaikan 

relas penyerahan isi putusan 

kepada Pengadilan Tinggi dan 

Mahkamah Agung; 

• Pelaksanaan pemberitahuan isi 

putusan upaya hukum kepada 

Jaksa Penuntut Umum dan 

Terdakwa; 

• Pelaksanaan penerimaan 

permohonan eksekusi; 
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• Pelaksanaan penyimpanan 

berkas perkara yang belum 

mempunyai kekuatan hukum 

tetap; 

• Pelaksanaan penyerahan berkas 

perkara yang sudah 

berkekuatan hukum tetap 

kepada Panitera Muda Hukum; 

• Pelaksanaan urusan tata usaha 

kepaniteraan; dan 

• Pelaksanaan fungsi lain yang 

diberikan oleh Panitera. 

  

6. Panitera Muda Hukum 

Panitera Muda Hukum 

menyelenggarakan fungsi: 

• Pelaksanaan pengumpulan, 

pengelolaan dan penyajian data 

perkara; 

• Pelaksanaan penyajian statistik 

perkara; 

• Pelaksanaan penyusunan dan 

pengiriman pelaporan perkara; 

• Pelaksanaan penataan, 

penyimpanan dan pemeliharaan 

arsip perkara; 

• Pelaksanaan kerja sama dengan 

arsip daerah untuk penitipan 

berkas perkara, 

• Pelaksanaan penyiapan, 

pengelolaan dan penyajian 

bahan-bahan yang berkaitan 

dengan transparansi perkara; 

• Pelaksanaan penghimpunan 

pengaduan dari masyarakat, 

hubungan masyarakat dan; 

• Pelaksanaan fungsi lain yang 

diberikan oleh Panitera. 

 

7. Panitera Pengganti 

Membantu Hakim dalam 

persidangan perkara perdata dan 

pidana serta melaporkan kegiatan 

persidangan tersebut 

kepadaPanitera Muda yang 

bersangkutan. 

  

8. Sekretaris 

Kesekretariatan Pengadilan 

Negeri Kelas II menyelenggarakan 

fungsi: 

• Penyiapan bahan pelaksanaan 

urusan perencanaan program 

dan anggaran; 

• Pelaksanaan urusan 

kepegawaian; 

• Pelaksanaan urusan keuangan; 

• Penyiapan bahan pelaksanaan 

penataan organisasi dan tata 

laksana; 

• Pelaksanaan pengelolaan 

Teknologi Informasi dan 

statistik; 

• Pelaksanaan urusan surat 

menyurat, arsip, perlengkapan, 

rumah tangga, keamanan, 

keprotokolan, hubungan 

masyarakat, dan perpustakaan; 

dan 
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• Penyiapan bahan pelaksanaan 

pemantauan, evaluasi dan 

dokumentasi serta pelaporan di 

lingkungan kesekretariatan 

Pengadilan Negeri Kelas II. 

 

9. Subbagian Perencanaan, Teknologi 

Informasi, dan Pelaporan 

Subbagian Perencanaan, 

Teknologi Informasi, dan Pelaporan 

mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan bahan pelaksanaan 

perencanaan, program, dan 

anggaran, pengelolaan teknologi 

informasi, dan statistik, serta 

pelaksanaan pemantauan, evaluasi 

dan dokumentasi serta pelaporan. 

  

10. Subbagian Kepegawaian, 

Organisasi, dan Tata Laksana 

Subbagian Kepegawaian, 

Organisasi, dan Tata Laksana 

mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan bahan pelaksanaan 

urusan kepegawaian, penataan 

organisasi dan tata laksana. 

  

11. Subbagian Umum dan Keuangan 

Subbagian Umum dan 

Keuangan mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan 

pelaksanaan urusan surat 

menyurat, arsip, perlengkapan, 

rumah tangga, keamanan, 

keprotokolan, hubungan 

masyarakat, perpustakaan, serta 

pengelolaan keuangan. 

12. Jurusita 

• Jurusita bertugas untuk 

melaksanakan semua perintah 

yang diberikan oleh Hakim Ketua 

Majelis 

• Jurusita bertugas 

menyampaikan pengumuman-

pengumuman, teguran-teguran, 

protes-protes dan 

pemberitahuan putusan 

pengadilan 

• Jurusita melakukan penyitaan 

atas perintah Ketua Pengadilan 

Negeri 

• Jurusita membuat berita acara 

penyitaan, yang salinannya 

kemudian diberikan kepada 

pihak-pihak terkait. 

 

13.  Pranata Keuangan APBN 

• Menerima dan menyimpan uang 

persedian 

• Melaksanakan pembayaran yang 

dananya berasal dari uang 

persedian atas perintah kuasa 

pengguna anggaran 

• Menolak perintah pembayaran 

apabila tagihan tidak memenuhi 

persyaratan untuk dibayarkan 

• Menatausahakan transaksi uang 

persediaan 

• Mengelola rekening tempat 

menyimpan uang persediaan 

• Menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban bendahara 

kepada Badan Pemeriksa 

Keuangan dan Kuasa BUN 



 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 Page 16 

P 

 
 

D. ISU STRATEGIS 
 

 

 

 

eran srategis Pengadilan  

Negeri Tais yang merupakan 

pengadilan dibawah hukum 

Pengadilan Tinggi Bengkulu yan  

memiliki peran mengadili perkara tingkat 

pertama di wilayah Hukum Kabupaten 

Seluma. Dalam melaksanakan tugas 

pokoknya selama tahun 2021, Pengadilan 

Negeri Tais telah melaksanakan beberapa 

kebijakan-kebijakan dan inovasi dalam 

rangka meningkatkan pelayanan publik 

pada para pencari keadilan atau 

masyarakat umum. Kebijakan dan 

inovasi tersebut merupakan aspek 

strategis baik merupakan pelaksanaan 

regulasi maupun dalam hal 

moderenisasi peradilan dengan 

pemanfaatan teknologi. 

Beberapa aspek startegis yang telah 

dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri 

Tais diantaranya adalah: 

1. Mencanangkan menuju Wilayah 

Bebas dari Korupsi (WBK) dan 

Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani (WBBM). Zona Integritas 

merupakan sebutan atau predikat 

yang diberikan kepada satuan kerja 

yang pimpinan dan jajarannya 

mempunyai komitmen untuk 

mewujudkan WBK dan WBBM 

melalui Langkah Reformasi Birokrasi 

yang bermuara kepada usaha 

meningkatkan kualitas pelayanan 

publik dengan dukungan Aparat 

yang bersih, akuntabel dan 

berkinerja tinggi di dalam proses 

birokrasi yang efektif dan efisien. 

Pengadilan Negeri Tais telah 

melakukan pencanangannya dan 

melakukan pembangunan zona 

integritas pada tahun 2021. 

2.  Membangun Inovasi yang 

mendukung kinerja pelayan publik, 

antara lain: 

- Elsinta (Elektronik Surat Izin 

Sita) 

Adalah suatu aplikasi yang 

membawa perubahan dan hadir 

untuk membantu kinerja 

Aparatur Pengadilan Negeri Tais 

dalam memberikan pelayanan 

yang prima bagi Pengguna 

Layanan dan Masyarakat 

Pencari Keadilan. 

Aplikasi ELSINTA  ini bertujuan 

untuk membantu meningkatkan 

efektifitas dan efisiensi dalam 

peningkatan kinerja pelayanan 

publik berbasis teknologi 

informasi dengan merubah 

orientasi pelayanan manual 
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secara tatap muka menjadi 

pelayanan digital serta 

menjalankan protokol kesehatan 

dalam mengantisipasi 

penyebaran virus covid-19.

 

 

Gambar 1: Aplikasi ELSINTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Aplikasi Forsipera 

FORSIPERA (Formulir Digital 

Pengambilan Sisa Panjar 

Perkara) adalah suatu aplikasi 

yang berbasis google form yang 

digunakan untuk membantu 

kinerja Aparatur Pengadilan 

Negeri Tais dalam memberikan 

pelayanan yang prima bagi Pihak 

yang berpekara dan telah 

menyerahkan uang panjar 

perkara. Link FORSIPERA 

terdapat Pada Web www.pn-

tais.go.id. 

 

 

Gambar 2: Aplikasi FORSIPERA 
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3. Pelaksanan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (PTSP), yaitu pelayanan 

pengadilan secara terintegrasi dalam 

satu kesatuan proses dimulai dari 

tahap awal sampai dengan tahap 

penyelesaian produk pelayanan 

pengadilan melalui satu pintu. 

 

 

4. Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan 

Mutu, sebagaimana program Dirjen 

Badan Peradilan Umum untuk 

mewujudkan performa atau kinerja 

Peradilan Indonesia yang 

unggul/prima (Indonesian Court 

Performance Excellent). Tahun 2021 

Pengadilan mendapatkan sertifikat 

akreditasi penjaminan mutu dengan 

kualifikasi “A”  pada tanggal 31 

maret 2021. 

 

Gambar 3 : Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu 
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E. SISTEMATIKA PENYAJIAN 
 

 

 

ada sadarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini 

mengkomunikasikan pencapaian kinerja  Pengadilan Negeri  Tais 

selama  tahun  2021.  Capaian kinerja 2021 tersebut 

diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (permormance  

agreement) 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. 

 
Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan 

memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance 

gap) bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.Dengan demikian 

sistimatikan penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Tais 

tahun 2021 adalah sebagai berikut : 

Kata Pengantar 

Daftar Isi 

Ringkasan Eksekutif 

BAB I Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

B. Tugas Pokok Dan Fungsi 

C. Struktur Organisasi 

D. Sistematika Penyajian 

BAB II  Perencanaan Kinerja 

A. Rencana Strategis 

B. Tujuan Strategis 

C. Sasaran Strategis 

D. Indikator Kinerja Utama 

E. Rencana Kinerja Tahun 2020 2021 dan 2022 

F. Penetapan Kinerja Tahun 2022 

 BAB III  Akuntabilitas Kinerja 

A. Pengukuran Pencapaian Kinerja 

B. Realisasi Anggaran 

BAB IV   Penutup 

A. Kesimpulan  

B. Saran 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

berisi antara lain : 

 

1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tais 

2. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) 

3. Reviu Renstra 2020-2024 

4. Rencana Kinerja Tahun 2021  2022 dan 2023 

5. Perjanjian Kinerja 2022 

6. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022 

7. Pengukuran Kinerja Tahun 2021 

8. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP). 
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PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS 
2020-2024

RENCANA KINERJA 

TAHUN 2021

PERJANJIAN KINERJA 
TAHUN 2020
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A. RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024 

 

 
 

encana strategis Pengadilan 

Negeri Tais, merupakan 

gambaran dari kinerja  

Lembaga  Badan  Peradilan  yang  

lingkup  dalam  kurun  waktu  tahun  

2020  –  2024 merupakan suatu proses 

yang berorientasi pada hasil yang ingin 

dicapai sebagai sarana atau proses 

untuk tercapainya Visi dan Misi, tujuan, 

sasaran yang telah ditetapkan oleh 

organisasi, yang dapat dijabarkan 

menjadi : 

 

 

Visi dan Misi 

 

Rencana Strategis Pengadilan 

Negeri Tais Tahun 2020 – 2024 

merupakan komitmen bersama dalam 

menetapkan kinerja dengan tahapan-

tahapan yang terencana dan terprogram 

secara sistematis melalui penataan, 

penertiban, perbaikan pengkajian, 

pengelolaan terhadap sistem kebijakan 

dan peraturan perundangan-undangan 

untuk mencapai efektivas dan efesiensi. 

 

Selanjutnya untuk memberikan 

arah dan sasaran yang jelas serta 

sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja 

Pengadilan Negeri Tais  diselaraskan 

dengan arah kebijakan dan program 

Mahkamah Agung yang disesuaikan 

dengan rencana pembangunan nasional 

yang telah ditetapkan dalam Rencana 

Pembangunan Nasional  Jangka Panjang 

(RPNJP) 2005 – 2025 , sebagai pedoman 

dan pengendalian kinerja dalam 

pelaksanaan program dan kegiatan 

Pengadilan dalam mencapai visi dan misi 

serta tujuan organisasi pada tahun 2020 

– 2024. 

 

Visi Pengadilan Negeri Tais mengacu 

pada Visi Mahkamah Agung RI  adalah 

sebagai berikut : 

 

”TERWUJUDNYA PENGADILAN 

NEGERI TAIS YANG AGUNG” 

 

 

 

 

 

               PERENCANAAN KINERJA BAB II 
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Misi Pengadilan Negeri Tais sebagai  

berikut : 

1. Menjaga Kemandirian Aparatur 

Pengadilan Negeri Tais  ; 

2. Memberikan Pelayanan Hukum 

yang Berkeadilan Kepada Pencari 

Keadilan ; 

3. Meningkatkan Kualitas 

Kepemimpinan di Pengadilan Negeri 

Tais ; 

4. Meningkatkan keredibilitas dan 

Transparansi di Pengadilan Tais. 

 

 

 

B. T U J U A N  STRATEGIS  
 

 

Tujuan strategis merupakan 

penjabaran atau implementasi visi yang 

akan dicapai atau dihasilkan dalam 

jangka 1 sampai 5 tahun kedepan. 

Dengan memformulasikan tujuan 

strategis tersebut maka akan dapat 

secara tepat mengetahui apa yang harus 

dilakukan  oleh organisasi  dalam 

memenuhi visi dan misinya untuk  

kurun waktu satu sampai lima tahun 

kedepan dan memungkinkan  untuk 

mengukur sejauh mana visi dan misi 

tercapai. 

Tujuan yang ditetapkan  Pengadilan 

Negeri Tais sebagai berikut : 

1. Terwujudnya penyelesaian perkara 

sesuai SOP. 

2. Terwujudnya peningkatan 

pelaksanaan tertib administrasi dan  

manajemen peradilan yang efektif 

dan efisien. 

3. Terwujudnya peningkatan 

pelayanan publik yang berkeadilan 

bagi masyarakat. 

4. Terwujudnya peningkatan kualitas 

dan kuantitas serta pengelolaan  

sarana dan prasarana penyelenggara 

aparatur Pengadilan Negeri Tais. 

5. Terwujudnya SDM  yang profesional. 

6. Terpenuhinya penanganan 

pelaporan pengaduan masyarakat. 
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C. SASARAN STRATEGIS  
 

 

Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Tais. 

Dalam rangka mewujudkan visi 

dan misi serta mencapain tujuan yang 

telah ditetapkan, maka ditentukan 

sasaran strategis sebagai berikut : 

1. Meningkatnya  percepatan  

penyelesaian perkara secara efektif 

dan efisien. 

2. Terlaksananya peningkatan tertib 

administrasi perkara. 

3. Terlaksananya kualitas dan 

kuantitas pengawasan. 

4. Meningkatnya informasi yang dapat 

dimanfaatkan oleh publik. 

5. Terpublikasinya status perkara di 

website. 

6. Terlaksananya Peningkatan 

Sarana/Prasarana Pengadilan Negeri 

Tais 

7. Peningkatan Profesionalisme SDM 

Pengadilan Negeri Tais. 

8. Peningkatan disiplin kerja aparatur 

Pengadilan Negeri Tais. 

9. Peningkatan penyelesaian  laporan 

pengaduan masyarakat. 

 

 

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA 
 

 

 

Indikator kinerja utama diperlukan 

sebagai tolok ukur atas keberhasilan 

sasaran strategis dalam mencapai 

tujuan. 

Hubungan sasaran dan indikator kinerja 

utama digambarkan pada tabel berikut : 
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Tabel 6: INDIKATOR KINERJA UTAMA 

PENGADILAN NEGERI TAIS KELAS II TAHUN 2021 

NO KINERJA 
UTAMA 

 

INDIKATOR 
KINERJA 

PENJELASAN PENANGGU
NG JAWAB 

SUMBER 
DATA 

1 
 
 

 
 

Terwujudnya 
Proses 
Peradilan Yang 

Pasti, 
Transparan 
dan Akuntabel 
 

 

a. Persentase Sisa 
Perkara Perdata 
yang Diselesaikan 

 
3

3
  x 100% = 100% Panitera 

Laporan 
Bulanan dan 
Laporan 

Tahunan 

b. Persentase Sisa 

Perkara Pidana 

yang Diselesaikan 

 

5

5
  x 100% = 100% Panitera 

Laporan 

Bulanan dan 
Laporan 
Tahunan 

c. Persentase Sisa 

Perkara Pidana 

Khusus yang 

Diselesaikan 

 

0

0
  x 100% = 100% 

Panitera 

Laporan 

Bulanan dan 
Laporan 
Tahunan 

d. Persentase Perkara 
Perdata yang 
Diselesaikan Tepat 

Waktu 
 

 
31

31
  x 100% = 100% 

Panitera 

Laporan 
Bulanan dan 
Laporan 

Tahunan 

e. Persentase Perkara 

Pidana yang 

Diselesaikan Tepat 

Waktu 

 

50

50
  x 100% = 100% 

Panitera 

Laporan 

Bulanan dan 
Laporan 
Tahunan 

  f. Persentase Perkara 

Pidana Khusus 

yang Diselesaikan 

Tepat Waktu 

 
 

43

43
  x 100% = 100% Panitera 

Laporan 
Bulanan dan 
Laporan 

Tahunan 

  g. Persentase Perkara 

yang Tidak 

Mengajukan Upaya 

Hukum  Banding 

 

 
112

124
  x 100% = 90.32% Panitera 

Laporan 

Bulanan dan 
Laporan 
Tahunan 

  h. Persentase Perkara 

yang Tidak 

Mengajukan Upaya 

Hukum  Kasasi 

 
120

124
  x 100% = 96.77% 

Panitera 

Laporan 
Bulanan dan 
Laporan 

Tahunan 

  i. Persentase Perkara 

yang Tidak 

Mengajukan Upaya 

Hukum  Peninjauan 

Kembali 

 

 
124

124
  x 100% = 100% 

Panitera 

Laporan 

Bulanan dan 
Laporan 
Tahunan 

  j. Persentase Perkara 

Pidana Anak yang 

Diselesaikan 

dengan Diversi 

 
 

0

0
  x 100% = 0% Panitera 

Laporan 
Bulanan dan 
Laporan 

Tahunan 

  k. Index Kepuasan 

Pencari Keadilan 298

306
  x 100% = 97.38% Panitera 

Laporan 

Bulanan dan 
Laporan 
Semesteran 

2 Peningkatan 

Efektivitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian 
Perkara  

a. Persentase Salinan 

Putusan Perkara 

Perdata yang 

Dikirim Kepada 

Para Pihak Tepat 

Waktu 

 

 
 

31

31
  x 100% = 100% Panitera 

Laporan 

Bulanan dan 
Laporan 
Tahunan 

b. Persentase Salinan 

Putusan Perkara 

 
 

 
Panitera 

Laporan 
Bulanan dan 
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R 

Pidana yang 

Dikirim Kepada 

Para Pihak Tepat 

Waktu 

93

93
  x 100% = 100% 

Laporan 
Tahunan 

c. Persentase Perkara 

yang Diselesaikan 

Melalui Mediasi 

 
1

16
  x 100% = 6.25% Panitera 

Laporan 
Bulanan dan 

Laporan 
Tahunan 

d. Persentase Berkas 

Perkara yang 

Dimohonkan 

Banding, Kasasi 

dan PK yang 

Diajukan Secara 

Lengkap dan Tepat 

Waktu 

 
 

 
 

16

16
  x 100% = 100% 

Panitera 

Laporan 
Bulanan dan 
Laporan 
Tahunan 

  e. Persentase Putusan 

Perkara yang 

Menarik Perhatian 

Masyarakat yang 

Dapat Diakses 

Secara Online 

dalam Waktu 1 Hari 

Setelah Putus 

 

 
 

 
3

3
  x 100% = 100% 

Panitera 

Laporan 
Bulanan dan 

Laporan 
Tahunan 

3 Meningkatnya 
Akses 
Peradilan bagi 
Masyarakat 

Miskin dan 
Terpinggirkan  

Persentase Pencari 
Keadilan Golongan 
Tertentu yang 
Mendapat Layanan 

Bantuan Hukum 
(Posbakum) 
 

 
 
 

34

34
  x 100% = 100% Panitera 

Laporan 
Bulanan dan 
Laporan 
Tahunan 

4 Meningkatnya 

Kepatuhan 
Terhadap 
Putusan 

Pengadilan 

Persentase Putusan 

Perkara Perdata yang 
Ditindaklanjuti ( 
dieksekusi) 

 

3

3
  x 100% = 100% 

Panitera 

Laporan 

Bulanan dan 
laporan 
Tahunan 

 
 

 

E. RENCANA KINERJA TAHUN 2021 
 

 

 

encana Kinerja Tahun 2021 

Pengadilan Negeri Tais  

memuat angka target kinerja  

tahun 20221 untuk seluruh indikator 

kinerja yang ada pada tingkat sasaran 

dan kegiatan. Angka target kinerja ini 

akan  

menjadi komitmen yang harus dicapai 

dalam periode tahun 2021. Selain itu, 

dokumen Rencana Kinerja tersebut 

menjadi dasar bagi penetapan 

kesepakatan tentang kinerja yang akan 

diwujudkan oleh organisasi 

(performance agreement) atau lebih 

dikenal sebagai Penetapan Kinerja. 

 

 

 

 

 



 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 Page 27 

TABEL 7 : RENCANA KINERJA  

PENGADILAN NEGERI TAIS TAHUN 2021 

 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET PROGRAM KEGIATAN 

INDIKATOR 

KEGIATAN 
TARGET 

ANGGARAN 

/Rp 

1. 

Terwujudnya 

Proses 

Peradilan yang 

Pasti, 

Transparan 

dan Akuntabel 

a) Persentase 

Sisa Perkara 

Perdata yang 

Diselesaikan 

100% 

Program 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan 

Umum 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan 

Umum 

Perkara 

Peradilan Umum 

yang 

diselesaikan 

ditingkat 

pertama dan 

banding secara 

tepat waktu 

1 

layanan 
106.566.000 

b) Persentase 

Sisa Perkara 

Pidana  yang 

Diselesaikan 

100% 

Perkara 

Peradilan Umum 

yang 

diselesaikan 

ditingkat 

pertama dan 

banding secara 

tepat waktu 

1 

layanan 
106.566.000 

c) Persentase 

Sisa Perkara 

Pidana 

Khusus yang 

Diselesaikan 

100% 

Perkara 

Peradilan Umum 

yang 

diselesaikan 

ditingkat 

pertama dan 

banding secara 

tepat waktu 

1 

layanan 
106.566.000 

d) Persentase 

Perkara 

Perdata yang 

Diselesaikan 

Tepat Waktu 

100% 

Perkara 

Peradilan Umum 

yang 

diselesaikan 

ditingkat 

pertama dan 

banding secara 

tepat waktu 

1 

layanan 
106.566.000 

  

e) Persentase 

Perkara 

Pidana yang 

Diselesaikan 

Tepat Waktu 

100% 

  

Perkara 

Peradilan Umum 

yang 

diselesaikan 

ditingkat 

pertama dan 

banding secara 

tepat waktu 

 

1 

layanan 
106.566.000 

f) Persentase 

Perkara 

Pidana 

Khusus yang 

Diselesaikan 

Tepat Waktu 

100% 

Perkara 

Peradilan Umum 

yang 

diselesaikan 

ditingkat 

pertama dan 

banding secara 

tepat waktu 

 

1 

layanan 
106.566.000 
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NO 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET PROGRAM KEGIATAN 

INDIKATOR 

KEGIATAN 
TARGET 

ANGGARAN 

/Rp 

g) Persentase 

Perkara yang 

Tidak 

Mengajukan 

Upaya Hukum  

Banding 

90% 

Perkara 

Peradilan Umum 

yang 

diselesaikan 

ditingkat 

pertama dan 

banding secara 

tepat waktu 

 

1 

layanan 
106.566.000 

h) Persentase 

Perkara yang 

Tidak 

Mengajukan 

Upaya Hukum  

Kasasi 

95% 

Perkara 

Peradilan Umum 

yang 

diselesaikan 

ditingkat 

pertama dan 

banding secara 

tepat waktu 

 

1 

layanan 
106.566.000 

i) Persentase 

Perkara yang 

Tidak 

Mengajukan 

Upaya Hukum  

Peninjauan 

Kembali 

100% 

Perkara 

Peradilan Umum 

yang 

diselesaikan 

ditingkat 

pertama dan 

banding secara 

tepat waktu 

 

1 

layanan 
106.566.000 

j) Persentase 

Perkara 

Pidana Anak 

yang 

Diselesaikan 

dengan Diversi 

15% 

Perkara 

Peradilan Umum 

yang 

diselesaikan 

ditingkat 

pertama dan 

banding secara 

tepat waktu 

 

1 

layanan 
106.566.000 

k) Index 

Kepuasan 

Pencari 

Keadilan 

91% 

Perkara 

Peradilan Umum 

yang 

diselesaikan 

ditingkat 

pertama dan 

banding secara 

tepat waktu 

1 

layanan 
106.566.000 

2. 

Peningkatan 

Efektivitas 

Pengelolaan 

Penyelesaian 

Perkara 

 

a) Persentase 

Salinan 

Putusan 

Perkara 

Perdata yang 

Dikirim 

Kepada Para 

Pihak Tepat 

Waktu 

100% 
Program 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan 

Umum 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan 

Umum 

Perkara 

Peradilan Umum 

yang 

diselesaikan 

ditingkat 

pertama dan 

banding secara 

tepat waktu 

 

100 

perkara 
106.566.000 

b) Persentase 

Salinan 

Putusan 

100% 

Perkara 

Peradilan Umum 

yang 

100 

perkara 
106.566.000 



 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 Page 29 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET PROGRAM KEGIATAN 

INDIKATOR 

KEGIATAN 
TARGET 

ANGGARAN 

/Rp 

Perkara 

Pidana yang 

Dikirim 

Kepada Para 

Pihak Tepat 

Waktu 

diselesaikan 

ditingkat 

pertama dan 

banding secara 

tepat waktu 

c) Persentase 

Perkara yang 

Diselesaikan 

Melalui 

Mediasi 

15% 

Perkara 

Peradilan Umum 

yang 

diselesaikan 

ditingkat 

pertama dan 

banding secara 

tepat waktu 

100 

perkara 
106.566.000 

  

d) Persentase 

Berkas 

Perkara yang 

Dimohonkan 

Banding, 

Kasasi dan PK 

yang Diajukan 

Secara 

Lengkap dan 

Tepat Waktu 

100% 

Perkara 

Peradilan Umum 

yang 

diselesaikan 

ditingkat 

pertama dan 

banding secara 

tepat waktu 

100 

perkara 
106.566.000 

  

e) Persentase 

Putusan 

Perkara yang 

Menarik 

Perhatian 

Masyarakat 

yang Dapat 

Diakses 

Secara Online 

dalam Waktu 

1 Hari Setelah 

Putus 

10% 

Perkara 

Peradilan Umum 

yang 

diselesaikan 

ditingkat 

pertama dan 

banding secara 

tepat waktu 

100 

perkara 
106.566.000 

3. 

Meningkatnya 

Akses 

Peradilan bagi 

Masyarakat 

Miskin dan 

Terpinggirkan 

Persentase 

Pencari Keadilan 

Golongan 

Tertentu yang 

Mendapat 

Layanan 

Bantuan Hukum 

(Posbakum) 

100% 

Program 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan 

Umum 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan 

Umum 

Perkara 

Peradilan Umum 

yang 

diselesaikan 

melalui 

pembebasan 

biaya perkara 

 

1 

layanan 
106.566.000 

4. 

Meningkatnya 

kepatuhan 

terhadap 

putusan 

pengadilan. 

Persentase 

Putusan Perkara 

Perdata Yang 

Ditindaklanjuti 

(Dieksekusi) 

100% 

Program 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan 

Umum 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan 

Umum 

Perkara 

Peradilan Umum 

yang 

diselesaikan 

ditingkat 

pertama dan 

banding secara 

tepat waktu 

 

1 

layanan 
106.566.000 
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P 
G. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021 

 

 
 

 

enetapan kinerja Pengadilan 

Negeri Tais Tahun 2021  

merupakan tolok ukur evaluasi 

akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 

2021. Penetapan Kinerja disusun 

berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 

2021 yang disusun pada awal tahun 

2021. 

 

 

 Tabel 8 : Penetepan Kinerja Tahun 2021 

 

NO 

 

 

SASARAN 

PROGRAM/KEGIATAN 

 

INDIKATOR KINERJA 

 

 

TARGET 

1. Terwujudnya Proses 

Peradilan Yang 

Pasti,Transparansi, dan  

Akuntabel 

a. Persentase Sisa Perkara Perdata 

yang Diselesaikan. 100% 

b. Persentase Sisa Perkara Pidana  

yang Diselesaikan. 100% 

c. Persentase Sisa Perkara Pidana 

Khusus yang Diselesaikan 
100% 

  d. Persentase Perkara Perdata yang 

Diselesaikan Tepat Waktu 100% 

  e. Persentase Perkara Pidana yang 

Diselesaikan Tepat Waktu  100% 

  f. Persentase Perkara Pidana Khusus 

yang Diselesaikan Tepat Waktu 

  

100% 
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  g. Persentase Perkara yang Tidak 

Mengajukan Upaya Hukum  

Banding   

90% 

  h. Persentase Perkara yang Tidak 

Mengajukan Upaya Hukum  Kasasi   95% 

  i. Persentase Perkara yang Tidak 

Mengajukan Upaya Hukum  

Peninjauan Kembali   

100% 

  j. Persentase Perkara Pidana Anak 

yang Diselesaikan dengan Diversi 15% 

  k. Index Kepuasan Pencari Keadilan 
91% 

2. 

 

 

 

 

 

 

Peninggkatan 

Efektivitas Pengelolaan 

Penyelesaian Perkara 

 

 

 

 

a. Persentase Salinan Putusan 

Perkara Perdata yang Dikirim 

Kepada Para Pihak Tepat Waktu 

100% 

b. Persentase Salinan Putusan 

Perkara Pidana yang Dikirim 

Kepada Para Pihak Tepat Waktu 

100% 

c. Persentase Perkara yang 

Diselesaikan Melalui Mediasi 
15% 

d. Persentase Berkas Perkara yang 

Dimohonkan Banding, Kasasi dan 

PK yang Diajukan Secara Lengkap 

dan Tepat Waktu 

100% 

  e. Persentase Putusan Perkara yang 

Menarik Perhatian Masyarakat 

yang Dapat Diakses Secara Online 

dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus 

10% 

3. 

 

 

 

Meningkatnya Akses 

Peradilan 

BagiMasyarakat Miskin 

dan Terpinggirkan 

Persentase Pencari Keadilan Golongan 

Tertentu yang Mendapat Layanan 

Bantuan Hukum (Posbakum) 
100% 

4. Meningkatnya 

kepatuhan terhadap 

putusan pengadilan.  

Persentase Putusan Perkara Perdata 

Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) 100% 
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L 

 
 

 
 

 A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021 

 
 

 

 

aporan Kinerja  adalah  

gambaran  mengenai  tingkat  

pencapaian  pelaksanaan   

suatu pekerjaan yang tertuang dalam 

perumusan perencanaan strategis suatu 

organisasi. 

Pengukuran Kinerja 

kegiatan/program/kebijakan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan 

visi organisasi adalah proses sistematis 

dan berkesinambungan untuk menilai 

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan 

kegiatan sesuai dengan program, 

kebijakan, untuk mencapai sasaran dan 

tujuan yang telah ditetapkan dalam 

mewujudkan visi dan misi organisasi. 

Pengukuran kinerja merupakan suatu 

metode untuk menilai kemajuan yang  

telah dicapai dibandingkan dengan 

sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak 

dimaksudkan sebagai mekanisme untuk 

memberikan reward / punishment, 

melainkan sebagai alat komunikasi dan 

alat manajemen untuk memperbaiki 

kinerja organisasi. 

 

Pengukuran tingkat capaian 

kinerja Pengadilan Negeri Tais tahun 

2020, dilakukan dengan cara 

membandingkan antara Realisasi 

pencapaian indikator kinerja dengan 

Target yang telah ditetapkan, sehingga 

terlihat apakah sasaran yang telah 

ditetapkan tercapai atau tidak. 

 

Secara umum terdapat beberapa 

keberhasilan pencapaian target kinerja, 

namun demikian terdapat juga beberapa 

target yang belum tercapai dalam tahun 

2021 ini. Rincian tingkat capaian kinerja 

masing-masingindikator kinerja 

tersebut diuraikan dalam tabel Hasil 

Pengukuran Kinerja berikut ini. 

Dari hasil pengukuran kinerja 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

dalam tahun 2021 secara umum 

Pengadilan Negeri Tais dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi 

telah dapat mencapai keberhasilan yang 

Capaian = Realisasi x 100 % 
Target 

 

               AKUNTABILITAS KINERJA BAB III 
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dapat ditunjukkan dari pencapaian 

sebagian besar target indikator kinerja 

sasaran strategis yang telah ditetapkan. 

Namun demikian disisi  lain  

masih  terdapat sebagian dari  realisasi 

indikator kinerja sasaran strategis yang 

ditetapkan belum tercapai targetnya.

 

 

TABEL 9 :PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021 

 

No. Sasaran 
 

Strategis 

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian 
 

( % ) 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Terwujudnya 

Proses 
Peradilan yang 

Pasti, 

Transparan 

dan Akuntabel 

a. Persentase sisa perkara 

Perdata yang 

diselesaikan 

100% 100% 100% 

b. Persentase sisa perkara 

Pidana yang diselesaikan 100% 100% 100% 

c. Persentase sisa perkara 

Pidana Khusus yang 

diselesaikan 100% 100% 100% 

d. Persentase perkara Perdata 

yang diselesaikan tepat 

waktu 

100% 100% 100% 

e. Persentase perkara Pidana 

yang diselesaikan tepat 

waktu 100% 100% 100% 

f. Persentase perkara Pidana 

Khusus yang diselesaikan 

tepat waktu 100% 100% 100% 

g. Persentase Perkara yang 

Tidak Mengajukan Upaya 

Hukum Banding 90% 89.83% 99.81% 
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  h. Persentase Perkara Yang 

Tidak Mengajukan Upaya 

Hukum Kasasi 

95% 96.61% 101.69% 

i. Persentase perkara yang 

Tidak Mengajukan Upaya 

Hukum Peninjauan Kembali 

100% 100% 100% 

j. Persentase Perkara Pidana 

Anak yang Diselesaikan 

dengan Diversi 

15% 0% 0% 

k. Index Kepuasan Pencari 

Keadilan 
91% 97.38% 107.01% 

2. 

Peningkatan 

Efektivitas 

Pengelolaan 

Penyelesaian 

Perkara 

a. Persentase Salinan Putusan 

Perkara Perdata yang 

dikirim kepada Para Pihak 

tepat waktu 

100% 100% 100% 

b. Persentase Salinan Putusan 

Perkara Pidana yang 

dikirim kepada Para Pihak 

Tepat Waktu 

100% 100% 100% 

c. Persentase Perkara yang 

Diselesaikan Melalui Mediasi 15% 6.25% 41.66% 

d. Persentase Berkas Perkara 

yang Dimohonkan Banding, 

Kasasi, dan PK yang Diajukan 
Secara Lengkap dan Tepat 

Waktu 

100% 100% 100% 

e. Persentase Putusan Perkara 
yang Menarik Perhatian 

Masyarakat yang Dapat 

Diakses Secara Online dalam 

Waktu 1 Hari Setelah Putus 

10% 10% 100% 

3. Meningkatnya 

Akses 

Peradilan bagi 

Masyarakat 

Miskin dan 

Terpinggirkan 

Persentase Pencari Keadilan 

Golongan Tertentu yang 

Mendapat Layanan Bantuan 

Hukum (Posbakum) 
100% 100% 100% 

4. Meningkatnya 

Kepatuhan 

Terhadap 

Putusan 

Pengadilan 

Persentase Putusan Perkara 

Perdata yang Ditindaklanjuti 

(dieksekusi) 
100% 100% 100% 
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   B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA 
 

 

 

nalis Akuntabilitas Kinerja 

diperlukan untuk 

mendapatkan umpan balik  

guna melakukan perbaikan terhadap 

Rencana Kinerjatahun berikutnya. 

Adapun analisis hasil capaian 

kinerja Pengadilan Negeri Tais Kelas II 

tahun 2021 sesuai sasaran yang 

ditetapkan, diuraikan sebagai berikut : 

 

SASARAN I : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG 

PASTI,TRANSPARAN DAN AKUNTABEL 

 

 

Sasaran Terwujudnya Proses 

Peradilan yang Pasti. Transparan dan 

Akuntabel adalah sasaran yang harus 

dicapai dalam rangka memenuhi tugas 

dan fungsi Pengadilan yang berorientasi 

pada pelayanan peradilan yang prima. 

Sasaran peningkatan penyelesaian 

perkara tahun ini untuk mengukur 

peningkatan proses penyelesaian 

perkara sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku.  

Peningkatan penyelesaian perkara 

ini diukur berdasarkan 11 (sebelas) 

indikator kinerja utama yang telah 

ditargetkan dengan realisasi kinerja 

Pengadilan Negeri Tais  tahun 2021 yang 

tercantum dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 10  Sasaran Strategi 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti. Transparan dan 

Akuntabel 

No. Indikator Kinerja 

Realisasi Target Capaian 

Th. 2019 Th. 2020 Th. 2021 Th. 2021 Th. 2021 

a. 
Persentase Sisa Perkara Perdata 

yang Diselesaikan 
70% 100% 100% 100% 100% 

b. 
Persentase Sisa Perkara Pidana  

yang Diselesaikan 
70% 100% 100% 100% 100% 
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c. 
Persentase Sisa Perkara Pidana 

Khusus yang Diselesaikan 
0% 100% 100% 100% 100% 

d. 
Persentase Perkara Perdata yang 

Diselesaikan Tepat Waktu 
70.59% 90% 100% 100% 100% 

e. 
Persentase Perkara Pidana yang 

Diselesaikan Tepat Waktu 
39% 100% 100% 100% 100% 

f. 

Persentase Perkara Pidana 

Khusus yang Diselesaikan Tepat 

Waktu 

0% 100% 100% 100% 100% 

g. 

Persentase Perkara yang Tidak 

Mengajukan Upaya Hukum  

Banding 

46% 95% 89.83% 90% 99.81% 

h. 

Persentase Perkara yang Tidak 

Mengajukan Upaya Hukum  

Kasasi 

35.71% 98% 96.61% 95% 101.69% 

i. 

Persentase Perkara yang Tidak 

Mengajukan Upaya Hukum  

Peninjauan Kembali 

100% 100% 100% 100% 100% 

j. 

Persentase Perkara Pidana Anak 

yang Diselesaikan dengan 

Diversi 

0% 0% 0% 15% 0% 

k. 
Index Kepuasan Pencari 

Keadilan 
90.52% 91.86% 97.38% 91% 107.01% 

Kesebelas indikator sasaran ini 

bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan dan kepuasan masyarakat 

pencari keadilan dalam rangka azas 

peradilan yang cepat, murah, dan 

sederhana.  

Indikator kinerja persentase 

sisa perkara yang diselesaikan adalah 

alat ukur penyelesaian sisa perkara 

tahun 2020, yang harus diselesaikan 

pada tahun 2021, yaitu Perbandingan 

antara mediasi yang diproses dengan 

jumlah perkara yang diajukan mediasi. 

Analisa terhadap pencapaian 

masing-masing target indikator 

kinerja sasaran ini adalah sebagai 

berikut:
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1.a Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan 

 

Tabel 11  IKU “a” Sasaran Strategi 1 

NO INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2021 

REALISASI 

2021 

CAPAIAN 

2021 (%) 

CAPAIAN 

2020 (%) 

A 

Persentase Sisa Perkara 

Perdata yang 

Diselesaikan 

100 % 100 % 100 % 100 % 

 

lndikator kinerja persentase sisa 

perkara perdata yang diselesaikan 

adalah perbandingan  jumlah  sisa   

perkara   perdata  yang  diselesaikan   

dengan  jumlah  sisa perkara  perdata  

yang  harus diselesaikan. Jumlah sisa  

perkara  tersebut  adalah jumlah sisa 

perkara tahun sebelumnya. Adanya sisa 

perkara disebabkan  karena perkara 

yang masuk  pada akhir  tahun belum 

diputus  pada tahun berjalan  sehingga  

menjadi beban pada tahun berikutnya 

Penetapan indikator ini untuk 

melihat apakah ada perkara perdata 

yang sudah setahun masih belum 

diselesaikan. Indikator ini penting untuk 

menilai apakah ada perkara perdata  

yang memang belum selesai melebihi 

jangka waktu satu tahun, sehingga 

dapat dicari tahu penyebab lamanya 

perkara tersebut diselesaikan serta 

dapat dicarikan solusi penyelesaiannya. 

 

Pengadilan Negeri Tais 

menargetkan bahwa seluruh sisa 

perkara perdata yang masuk di akhir 

tahun 2020 harus sudah selesai di tahun 

2021. 

 

Tabel 12  Keadaan Sisa Perkara Perdata Pengadilan Negeri Tais Tahun 2021 

NO Perkara Sisa Putus 

1 Perkara Perdata 3 3 

 

Menurut data pada Tebel 12, sisa 

perkara pada tahun 2020 adalah 

sebanyak 3 perkara semuanya telah 

berhasil diselesaikan ditahun 2021 

(100%).  

Pengadilan Negeri Tais  ditahun 

2021 ini telah menetapkan target 

penyelesaian sisa perkara tahun 

sebelumnya yaitu tahun 2020 sebesar 

100% dan realisasi  berhasil diselesaikan 

adalah sebesar 100  %, yang berarti 

capaian indikator ini tercapai sebesar 

100 % dari target yang telah ditetapkan 

dan capaian ini berhasil 

mempertahankan capaian yang sama 

pada tahun sebelumnya. 
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1.b Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan 

 

Tabel 13  IKU “b” Sasaran Strategi 1 

NO INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2021 

REALISASI 

2021 

CAPAIAN 

2021 (%) 

CAPAIAN 

2020 (%) 

B 

Persentase Sisa  

Perkara Pidana yang 

Diselesaikan 

100 % 100 % 100 % 100 % 

 

lndikator kinerja persentase 

perkara pidana yang diselesaikan adalah 

perbandingan jumlah sisa perkara 

pidana yang diselesaikan dengan jumlah 

sisa perkara pidana yang harus 

diselesaikan. Jumlah sisa perkara 

pidana tersebut adalah jumlah sisa 

perkara tahun sebelumnya. Adanya sisa 

perkara pidana disebabkan karena 

perkara yang masuk pada akhir  tahun 

belum diputus pada tahun berjalan 

sehingga  menjadi  beban pada tahun 

berikutnya. 

Penetapan indikator ini untuk 

melihat apakah ada perkara yang sudah 

setahun masih belum diselesaikan. 

Indikator ini penting untuk menilai 

apakah ada perkara yang memang 

belum selesai melebihi jangka waktu 

satu tahun, sehingga dapat dicari tahu 

penyebab lamanya perkara tersebut 

diselesaikan serta dapat dicarikan solusi 

penyelesaiannya. 

 

Pengadilan Negeri Tais 

menargetkan bahwa seluruh sisa 

perkara pidana yang masuk di akhir 

tahun 2020 harus sudah selesai di tahun 

2021. 

 

 

Tabel 14  Keadaan Sisa Perkara Pidana Pengadilan Negeri Tais Tahun 2021 

NO Perkara Sisa Putus 

1 Perkara Pidana 0 0 

 

Menurut data pada Tebel , tidak 

ada sisa perkara pidana pada tahun 

2020 Seluruh sisa perkara tahun 2020 

semuanya telah berhasil diselesaikan 

ditahun 2020 (100%).  

Pengadilan Negeri Tais  ditahun 

2021 ini telah menetapkan target 

penyelesaian sisa perkara tahun 

sebelumnya yaitu tahun 2020 sebesar 

100% dan realisasi  berhasil diselesaikan 

adalah sebesar 100  %, yang berarti 

capaian indikator ini tercapai sebesar 

100 % dari target yang telah ditetapkan 

dan capaian ini berhasil 

mempertahankan capaian yang sama 

pada tahun sebelumnya. 
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1.c Persentase sisa perkara Pidana Khusus yang diselesaikan 

 

Tabel 15  IKU “c” Sasaran Strategi 1 

NO INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2021 

REALISASI 

2021 

CAPAIAN 

2021 (%) 

CAPAIAN 

2020 (%) 

C 

Persentase Sisa Perkara 

Pidana Khusus yang 

Diselesaikan 

100 % 100 % 100 % 100 % 

 

lndikator  kinerja persentase 

perkara pidana  khusus yang 

diselesaikan  adalah perbandingan 

jumlah sisa perkara pidana khusus yang 

diselesaikan dengan jumlah sisa perkara  

pidana  khusus  yang harus  

diselesaikan.  Jumlah  sisa  perkara 

pidana khusus tersebut  adalah jumlah 

sisa perkara tahun sebelumnya. Adanya 

sisa perkara disebabkan karena perkara 

yang  masuk  pada akhir  tahun  belum 

diputus pada  tahun berjalan  sehingga  

menjadi beban pada tahun berikutnya. 

Penetapan indikator ini untuk 

melihat apakah ada perkara pidana 

khusus yang sudah setahun masih 

belum diselesaikan. Indikator ini penting 

untuk menilai apakah ada perkara yang 

memang belum selesai melebihi jangka 

waktu satu tahun, sehingga dapat dicari 

tahu penyebab lamanya perkara 

tersebut diselesaikan serta dapat 

dicarikan solusi penyelesaiannya. 

 

Pengadilan Negeri Tais 

menargetkan bahwa seluruh sisa 

perkara pidana khusus yang masuk di 

akhir tahun 2020 harus sudah selesai di 

tahun 2021.

  

Tabel 16  Keadaan Sisa Perkara Pidana Khusus Pengadilan Negeri Tais Tahun 2021 

NO Perkara Sisa Putus 

1 Perkara Pidana Khusus 0 0 

 

Menurut data pada Tebel tidak 

ada sisa perkara pidana khusus pada 

tahun 2020 semuanya telah berhasil 

diselesaikan ditahun 2020 (100%).  

Pengadilan Negeri Tais  ditahun 

2021 ini telah menetapkan target 

penyelesaian sisa perkara tahun 

sebelumnya yaitu tahun 2020 sebesar 

100% dan realisasi  berhasil diselesaikan 

adalah sebesar 100  %, yang berarti 

capaian indikator ini tercapai sebesar 

100 % dari target yang telah ditetapkan 

dan capaian ini berhasil 

mempertahankan capaian yang sama 

pada tahun sebelumnya.
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Pencapaian persentase sisa perkara Perdata, Pidana dan Pidana Khusus yang 

diselesaikan ditunjukkan dalam grafik dibawah ini : 

 

Grafik 1 : Persentase sisa perkara yang diselesaikan 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1.d Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu 

 

Tablel 17  IKU “d” Sasaran Strategi 1 

NO INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2021 

REALISASI 

2021 

CAPAIAN 

2021 (%) 

CAPAIAN 

2020 (%) 

D 
Persentase Perkara Perdata 

yang diselesaikan 
100 % 100 % 100 % 90,62 % 

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

 

lndikator  kinerja   persentase  

perkara  perdata  yang diselesaikan  

tepat waktu adalah perbandingan 

jumlah perkara perdata yang 

diselesaikan  tepat waktu dengan jumlah  

perkara  perdata  yang diselesaikan. 

Jumlah  penyelesaian  perkara tepat 

waktu mengacu  pada Surat  Edaran  

Ketua Mahkamah  Agung Nomor  2 

Tahun  2014.  Dimana disebutkan  

bahwa  penyelesaian   perkara  pada  

Pengadilan  Tingkat  Banding  paling 

lambat dalam waktu 3  (tiga)  bulan.  

Ketentuan waktu tersebut termasuk  

penyelesaian minutasi. Jumlah perkara 

yang diselesaikan tahun berjalan adalah 

jumlah perkara yang diputus tahun 

berjalan. 

 

Perkara Perdata Perkara Pidana Perkara Pidana
Khusus

3

0 0

3

0 0

sisa perkara yang diselesaikan

Sisa Putus
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Pengadilan Negeri Tais 

menargetkan dapat menyeselaikan 100% 

dari seluruh perkara Perdata yang 

ditangani ditahun 2021. Berdasarkan 

data yang ada, total Perkara yang 

ditangani oleh Pengadilan Negeri Tais 

adalah sebagai berikut : 

 

1. Perdata 

➢ Sisa Perkara Perdata Gugatan/Gugatan Sederhana  2020     :   0 Perkara  

➢ Sisa Perkara Perdata Permohonan Tahun 2020        :   3 Perkara  

➢ Perkara Perdata Gugatan/Gugatan Sederhana masuk 2021  :  16 Perkara  

➢ Perkara Perdata Permohonan tahun 2021         :  12 Perkara  

➢ Perkara Perdata Gugatan/Gugatan Sederhana yang dicabut :   0 Perkara  

➢ Perkara Perdata Permohonan yang dicabut         :   0 Perkara  

Total Perkara Perdata yang ditangani : 31 Perkara  

 

 

Grafik 2 Keadaan Perkara Perdata Tahun 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari data tersebut dapat 

disimpulkan bahwa dari 31 Perkara 

Perdata yang ditangani oleh Pengadilan 

Negeri Tais di tahun 2021,  berhasil 

diselesaikan di tahun 2021 sebanyak 31 

perkara (100%). Hal ini berarti 

Pengadilan Negeri Tais  berhasil 

mencapai 100 % dari target yang 

ditetapkan untuk perkara Perdata. Pada 

Tahun 2021 ini juga mengalami 

peningkatan capaian pada tahun 2020 

yaitu capaian 90,62%. 

 

 

SISA TAHUN 2020 MASUK TAHUN 2021 PUTUS TAHUN 2021

0

16 16

3

12

15

PENYELESAIAN PERKARA PERDATA 
TAHUN 2021

GUGATAN
SEDERHANA

PERMOHONAN
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1.e Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu 

 

Tabel 18  IKU “e” Sasaran Strategi 1 

NO INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2021 

REALISASI 

2021 

CAPAIAN 

2021 (%) 

CAPAIAN 

2020 (%) 

E 
Persentase perkara Pidana yang 

diselesaikan tepat waktu 
100 % 100 % 100 % 100 % 

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

lndikator  kinerja  persentase  

perkara pidana  yang  diselesaikan  tepat  

waktu adalah  perbandingan  jumlah  

perkara pidana yang diselesaikan  tepat 

waktu dengan jumlah  perkara  pidana  

yang diselesaikan.  Jumlah  penyelesaian  

perkara  tepat waktu mengacu  pada 

Surat  Edaran  Ketua  Mahkamah  Agung 

Nomor  2 Tahun  2014.  Dimana 

disebutkan  bahwa  penyelesaian   

perkara  pada  Pengadilan  Tingkat  

Banding  paling lambat dalam waktu 3  

(tiga)  bulan.  Ketentuan waktu tersebut 

termasuk  penyelesaian minutasi. 

Jumlah perkara yang diselesaikan tahun   

berjalan adalah jumlah perkara yang 

diputus tahun berjalan. 

 

Pengadilan Negeri Tais 

menargetkan dapat menyeselaikan 100% 

dari seluruh perkara pidana yang 

ditangani ditahun 2021. Berdasarkan 

data yang ada, total Perkara pidana yang 

ditangani oleh Pengadilan Negeri Tais 

adalah sebagai berikut : 

 

1. Pidana 

❖ Sisa Perkara Pidana tahun 2020                  :    2  Perkara  

❖ Perkara Pidana Biasa yang masuk tahun 2021        :   41 Perkara  

❖ Perkara Pidana Ringan masuk tahun 2021   :    8   Perkara 

❖ Perkara Praperadilan      :    1   Perkara  

Total Perkara Pidana yang ditangani    : 52  Perkara 

❖ Perkara Pidana Biasa       :    41 Perkara  

❖ Perkara Pidana Ringan       :      8   Perkara 

❖ Perkara Praperadilan      :      1   Perkara 

Total Perkara Pidana yang diselesaikan : 50 Perkara 
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Grafik 3 Keadaan Perkara Pidana Tahun 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari data tersebut dapat 

disimpulkan Pengadilan Negeri Tais 

menangani  52 Perkara pidana terdiri 

dari 2 sisa tahun 2020 dan 50 masuk 

pada tahun 2021. Dari jumlah tersebut 

yang berhasil diselesaikan sebanyak 50 

Perkara yang telah putus dan realiasai 

serta capaian target (100%). Hal ini 

berarti Pengadilan Negeri Tais  berhasil 

mencapai 100% dari target 100% yang 

ditetapkan.  

Masih terdapatnya sisa perkara 

pidana dipengaruhi oleh banyak faktor, 

yang diantaranya banyaknya perkara 

yang komplek dengan jumlah saksi yang 

banyak yang ditangani, banyak perkara 

yang memerlukan bantuan panggilan 

delegasi dari Pengadilan Negeri Lain, 

serta memang banyak perkara yang baru 

diterima di akhir tahun 2021.  

 

1.f. Persentase perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu 

 

Tabel 19  IKU “f” Sasaran Strategi 1 

NO INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2021 

REALISASI 

2021 

CAPAIAN 

2021 (%) 

CAPAIAN 

2020 (%) 

F 

Persentase Perkara Pidana 

Khusus yang diselesaikan tepat 

waktu 

100 % 100 % 100 % 100 % 

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

 

SISA TAHUN 2020 PERKARA MASUK
TAHUN 2021

PERKARA PUTUS
TAHUN 2021

SISA PERKARA
TAHUN 2021

2

41 39
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PENYELESAIAN PERKARA PIDANA 
TAHUN 2021

PIDANA BIASA PIDANA RINGAN PIDANA PRAPERADILAN
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lndikator  kinerja  persentase  

perkara pidana  khusus  yang  

diselesaikan  tepat waktu  adalah  

perbandingan  jumlah  perkara  pidana  

khusus  yang diselesaikan  tepat waktu  

dengan jumlah  perkara pidana  khusus  

yang diselesaikan.  Jumlah  penyelesaian 

perkara  tepat  waktu mengacu pada 

Surat  Edaran  Ketua  Mahkamah  Agung 

Nomor  2 Tahun 2014.  Dimana 

disebutkan bahwa penyelesaian perkara 

pada Pengadilan Tingkat Banding paling 

lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan. 

Ketentuan waktu tersebut termasuk 

penyelesaian minutasi. Jumlah perkara 

yang diselesaikan tahun berjalan adalah 

jumlah perkara yang diputus tahun 

berjalan. 

 

Pengadilan Negeri Tais 

menargetkan dapat menyeselaikan 100% 

dari seluruh perkara yang ditangani 

ditahun 2021. Berdasarkan data yang 

ada, total Perkara yang ditangani oleh 

Pengadilan Negeri Tais adalah sebagai 

berikut :

  

 

1. Pidana Khusus 

❖ Sisa Perkara Pidana Khusus tahun 2020                 :    3  Perkara  

❖ Perkara Pidana Anak yang masuk tahun 2021   :    7  Perkara  

❖ Perkara Pidana Khusus masuk tahun 2021  :   39   Perkara 

Total Perkara Pidana yang ditangani    : 49  Perkara 

❖ Perkara Pidana Khusus      :    36 Perkara  

❖ Perkara Pidana Anak       :      7 Perkara 

Total Perkara Pidana yang diselesaikan : 43 Perkara 

 

Grafik 4 Keadaan Perkara Pidana Khusus Tahun 2021 
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Untuk Perkara Pidana Khusus, 

Pengadilan Negeri Tais menangani 49 

Perkara pidana terdiri dari 3 sisa tahun 

2020 dan 46 masuk pada tahun 2021. 

Dari jumlah tersebut yang berhasil 

diputus sebanyak 43 Perkara.  

Hal ini berarti Pengadilan Negeri Tais  

berhasil mencapai 100% dari target 

100% yang ditetapkan.  

Masih terdapatnya sisa perkara 

pidana khusus dipengaruhi oleh banyak 

faktor, yang diantaranya banyaknya 

perkara yang komplek dengan jumlah 

saksi yang banyak yang ditangani, 

banyak perkara yang memerlukan 

bantuan panggilan delegasi dari 

Pengadilan Negeri Lain, serta memang 

banyak perkara yang baru diterima di 

akhir tahun 2021. 

 

 

1.g Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding 

 

Tabel 20 : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding 

NO INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2021 

REALISASI 

2021 

CAPAIAN 

2021 (%) 

CAPAIAN 

2020 (%) 

G 

Persentase perkara yang 

tidak mengajukan upaya 

hukum Banding 

90 % 90.32 % 100.36 % 105 % 

Total 90 % 90.32 % 100.36 % 105 % 

 

 

Tabel 21 Jumlah Perkara Yang Melakukan Upaya Hukum 

No Upaya Hukum Perdata Pidana Jumlah 

1 Banding 4 8 12 

 

Indikator Persentase Perkara yang 

tidak mengajukan upaya hukum 

banding yaitu membandingkan jumlah 

perkara diputus yang tidak mengajukan 

upaya hukum banding dari perkara yang 

sudah putus.  

Perkara yang Putus selama Tahun 

2021 adalah perkara yang putus perdata 

31, pidana  sehingga berjumlah 93 

perkara. Jumlah Perkara yang 

melakukan banding adalah 4 perkara 

perdata, 8 perkara pidana sehingga 

berjumlah 12 perkara. Sehingga realisasi 

Persentase Perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum (Tidak 

Diajukan ) Banding sebesar 90.32 % 

dengan capaian persentase sebesar 

100.36% dari target 90% pada tahun 

2021. 
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Hal ini mengalami penurunan 

capaian persentase dari tahun 2020 

yaitu 105%, namun pada tahun 2021 

Pengadilan Negeri Tais tetap melebihi 

target pencapaian dari 90% yang telah di 

targetkan pada awal tahun.

 

  

1.h Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi 

 

Tabel 22 : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi 

NO INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2021 

REALISASI 

2021 

CAPAIAN 

2021 (%) 

CAPAIAN 

2020 (%) 

H 

Persentase perkara yang 

tidak mengajukan upaya 

hukum Kasasi 

95 % 96.77 % 101.86% 103% 

Total 95 % 96.77 % 101.86% 103% 

 

Tabel 23 Jumlah Perkara Yang Melakukan Upaya Hukum Kasasi 

No Upaya Hukum Perdata Pidana Jumlah 

1 Kasasi 0 4 4 

 

Indikator Persentase Perkara yang 

tidak mengajukan upaya hukum kasasi 

yaitu membandingkan jumlah perkara 

diputus yang tidak mengajukan upaya 

hukum kasasi dari perkara yang sudah 

putus pada tahun berjalan. 

Perkara yang melakukan kasasi 

adalah 0 perkara perdata, 4 perkara 

pidana dari total 118 perkara yang 

masuk. Jumlah perkara yang 

mengajukan upaya hukum Kasasi 

adalah 4 perkara, sehingga realisasi 

persentase perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum Kasasi 

adalah 96.77% dengan capaian 

persentase 101.86% dari target capaian 

95%.  

Hal ini mengalami penurunan 

capaian persentase dari tahun 2020 

yaitu 103%, namun pada tahun 2021 

Pengadilan Negeri Tais tetap melebihi 

target pencapaian 101,69% dari 95% 

yang telah di targetkan pada awal tahun. 
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1.i Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali 

 

Tabel 24 : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali 

NO INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2021 

REALISASI 

2021 

CAPAIAN 

2021 (%) 

CAPAIAN 

2020 (%) 

I 

Persentase perkara yang 

tidak mengajukan upaya 

hukum Peninjauan 

Kembali 

100 % 100 % 100% 100% 

Total 100 % 100 % 100% 100% 

 

 

Table 25 Jumlah Perkara Yang Melakukan Upaya Hukum peninjauan kembali 

No Upaya Hukum Perdata Pidana Jumlah 

1 Peninjauan Kembali 0 0 0 

 

 

Indikator Persentase Perkara yang 

tidak mengajukan upaya hukum 

peninjauan Kembali yaitu 

membandingkan jumlah perkara yang 

tidak melakukan upaya hukum 

Peninjauan Kembali dari perkara yang 

telah diputus.  

Perkara yang melakukan peninjauan 

kembali adalah 0 perdata, 0 pidana 

yakni berjumlah 0 perkara. Sehingga 

Persentase perkara yang tidak 

mengajukan upaya (Tidak Diajukan ) 

peninjaun kembali adalah 0 % dengan  

capaian kinerja 0 %. Capaian kinerja 

Persentase Perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum peninjauan 

Kembali pada tahun 2021 sama dengan 

pencapaian tahun 2020 yakni 100%, 

dikarenakan tidak adanya perkara yang 

mengajukan upaya hukum peninjauan 

Kembali. 

 

Data jumlah perkara yang 

mengajukan Banding, Kasasi dan 

Peninjauan Kembali dapat dilihat dari 

grafik dibawah ini :
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Grafik 5 Upaya Hukum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.j  Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi 

 

Tabel 25.a IKU “j” Sasaran Strategi 1 

NO INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2021 

REALISASI 

2021 

CAPAIAN 

2021 (%) 

CAPAIAN 

2020 (%) 

J 

Persentase perkara pidana anak 

yang diselesaikan dengan 

diversi 

10 % 0 % 0 % 0 % 

 

Penetapan indikator ini untuk 

melihat kemampuan Pengadilan Negeri 

Tais dalam  menyelesaikan berkas 

perkara pidana anak. Dalam indikator 

ini dihitung dengan membandingkan 

jumlah perkara pidana anak yang telah 

diselesaikan dengan diversi dengan 

jumlah perkara pidana anak di tahun 

2021.  

Jumlah perkara anak 7 dan yang 

diajukan Diversi 0 berhasil diversi 0 

perkara dan tidak berhasil adalah 0 

perkara, sehingga realisasinya pada 

tahun 2021 adalah 0 % dengan capaian 

0 %. 

Kriteria/syarat perkara anak yang 

dapat dilakukan diversi adalah sebagai 

berikut: 

1. Ancaman pidana penjara kurang 

dari 7 (tahun) 

2. Tidak melakukan tindak pidana 

yang sama atau melakukan tindak 

pidana kembali 

 

 

 

BANDING KASASI PENINJAUAN
KEMBALI

4

0 0

9

4

0

PERKARA YANG MENGAJUKAN UPAYA HUKUM

PERDATA PIDANA
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Tidak tercapainya persentase 

perkara pidana anak yang diselesaikan 

dengan diversi dikarenakan semua 

perkara anak yang masuk ke Pengadilan 

Negeri Tais tidak memenuhi kriteria 

untuk dilakukan diversi. 

 

1.i  Persentase responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan 

 

Tabel 26 IKU “i” Sasaran Strategi 1 

NO INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2021 

REALISASI 

2021 

CAPAIAN 

2021 (%) 

CAPAIAN 

2020 (%) 

I 
Index Kepuasan Pencari 

Keadilan 
91 % 97.38 % 107,01 % 91.86 % 

 

Indikator Persentase Index 

Kepuasan Pencari Keadilan ini dihitung 

dengan membandingkan Jumlah 

Responden Pencari keadilan yang puas 

terhadap Layanan Peradilan dengan 

Jumlah Responden pencari keadilan 

yang ada di di pengadilan Negeri Tais. 

Dari survey yang dilakukan 

didapat persentase responden pencari 

keadilan yang puas terhadap layanan 

peradilan, dari target sebesar 91 %, 

didapat realisasinya pada tahun 2021 

adalah 97.38 % dengan capaian Kinerja 

107.01%. Untuk meningkatkan 

persentase, Pengadilan Negeri Tais 

melakukan banyak perubahan salah 

satunya dengan adanya Akreditasi dan 

inovasi yang mendukung layanan 

peradilan. Capaian indeks kepuasan 

pencari keadilan di Pengadilan Negeri 

Tais Tahun 2021 mengalami 

peningkatan 15.15% dibandingkan 

dengan tahun 2020 yaitu 91.86% 
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Sasaran Strategi 2 

 

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 

 

Tabel 27 Sasaran Strategi 2 “ Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” 

SASARAN STRATEGIS II 

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 

No Indikator Kinerja Target Realisasi 
Capaian 

( % ) 

a. Persentase Salinan putusan 

Perkara Perdata yang dikirim 

kepada para pihak tepat waktu 

100 % 100 % 100 % 

b. Persentase Salinan putusan 

Perkara Pidana yang dikirim kepada 

para pihak tepat waktu 

100 % 100 % 100 % 

c. Persentase perkara yang 

diselesaikan melalui mediasi 15 % 6.25 % 41.66 % 

d. Persentase berkas perkara yang 

dimohonkan banding, kasasi dan 

PK yang diajukan secara lengkap 

dan tepat waktu 

100 % 100 % 100 % 

e. Persentase Putusan Perkara yang 

Menarik Perhatian Masyarakat yang 

dapat diakses secata online dalam 

waktu 1 hari setelah putus 

10% 10% 100% 

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II 68% 

 

Berdasarkan hasil tinjauan 

lapangan, bahwa rata-rata Pengadilan 

Negeri Tais mampu Menyelesaikan 

Administrasi Penyelesaian Serta 

Pemberkasan Perkara Pidana dengan 

baik dan tepat waktu yaitu sebanyak 

100%. 

 

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan adalah :  

2.a Persentase Salinan putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak 

tepat waktu.  
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Tabel 28 IKU “a” Sasaran Strategi 2 

NO INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2021 

REALISASI 

2021 

CAPAIAN 

2021 (%) 

CAPAIAN 

2020 (%) 

A 

Persentase Salinan putusan 

Perkara Perdata yang dikirim 

kepada para pihak tepat 

waktu 

100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Jumlah perkara perdata yang telah putus dan telah disampaikan kepada para pihak 

tepat waktu adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 29 Penyampaian isi putusan tepat waktu 

NO PERKARA KETERANGAN JUMLAH 

1 
Gugatan/Gugatan 

Sederhana 

Jumlah perkara yang putus  

selama tahun 2021 
19 

Jumlah relaas putusan yang disampaikan 

tepat waktu kepada para pihak 
19 

2 Permohonan 

Jumlah perkara yang putus  

selama tahun 2021 
       12 

Jumlah relaas putusan yang disampaikan 

tepat waktu kepada para pihak 
12 

 

lndikator  kinerja  Persentase Salinan 

putusan Perkara Perdata yang dikirim 

kepada para pihak tepat waktu adalah 

perbandingan jumlah salinan  putusan  

perkara  perdata yang dikirim kepada 

para pihak tepat waktu dengan jumlah 

perkara perdata yang diputus.  

Pada Tahun 2020 indikator ini 

mencapai 100% karena seluruh salinan 

putusan dikirim  kepada para pihak  

selalu  tepat waktu.  Hal  ini  mengacu 

pada SEMA  Nomor 1 Tahun  2011  

tentang perubahan SEMA  nomor 2 

Tahun 2010 tentang Penyampaian 

Salinan dan Petikan Putusan. Salinan  

putusan  dikirim  untuk  para  pihak  

dalam waktu  14  (empat  belas)  hari  

kerja  sejak putusan diucapkan. 

Dari 31 berkas perkara perdata yang 

putus tahun 2021 telah disampaikan 

relaas putusan sebanyak 31. Semua 

relaas putusan telah disampaikan 

kepada para pihak tepat waktu. Jadi 

realisasi dan capaian indikator ini pada 

tahun 2021 mencapai  100%. Hal ini 

dapat tercapai dengan bantuan seluruh 

jurusita Pengadilan Negeri tais yang 

langsung menindaklanjuti pengantaran 

relaas perkara kepada para pihak yang 

diserahkan dari Panitera Pengganti. 
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2.b. Persentase Salinan putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada para pihak 

tepat waktu.  

 

Tabel 30 IKU “b” Sasaran Strategi 2 

NO INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2021 

REALISASI 

2021 

CAPAIAN 

2021 (%) 

CAPAIAN 

2020 (%) 

B 

Persentase Salinan putusan 

Perkara Pidana yang dikirim 

kepada para pihak tepat 

waktu 

100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Jumlah perkara pidana yang telah putus dan telah disampaikan kepada para pihak 

tepat waktu adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 31 Penyampaian isi putusan tepat waktu 

NO PERKARA KETERANGAN JUMLAH 

1 Pidana Biasa 

Jumlah perkara yang putus  

selama tahun 2021 
50 

Jumlah relaas putusan yang disampaikan 

tepat waktu kepada para pihak 
50 

2 Pidana Khusus 

Jumlah perkara yang putus  

selama tahun 2021 
       43 

Jumlah relaas putusan yang disampaikan 

tepat waktu kepada para pihak 
43 

 

lndikator  kinerja  Persentase Salinan 

putusan Perkara Pidana yang dikirim 

kepada para pihak tepat waktu adalah 

perbandingan jumlah salinan  putusan  

perkara  pidana yang dikirim kepada 

para pihak tepat waktu dengan jumlah 

perkara pidana yang diputus.  

Pada Tahun 2020 indikator ini 

mencapai 100% karena seluruh salinan 

putusan dikirim  kepada para pihak  

selalu  tepat waktu.  Hal  ini  mengacu 

pada SEMA  Nomor  1      Tahun  2011  

tentang perubahan SEMA  nomor 2 

Tahun 2010 tentang Penyampaian 

Salinan dan Petikan Putusan. Salinan  

putusan  dikirim  untuk  para  pihak  

dalam waktu  14  (empat  belas)  hari  

kerja  sejak putusan diucapkan. 

Dari 93 berkas perkara pidana yang 

putus tahun 2021 telah disampaikan 

relaas putusan sebanyak 93. Semua 

relaas putusan telah disampaikan 

kepada para pihak tepat waktu. Jadi 

realisasi dan capaian indikator ini pada 

tahun 2021 mencapai  100%.  
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Hal ini dapat tercapai dengan 

bantuan seluruh jurusita Pengadilan 

Negeri tais yang langsung 

menindaklanjuti pengantaran relaas 

perkara kepada para pihak yang 

diserahkan dari Panitera Pengganti. 

 

 

2.c Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.  

 

Tabel 32  IKU “c” Sasaran Strategi 2 

NO INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2021 

REALISASI 

2021 

CAPAIAN 

2021 (%) 

CAPAIAN 

2020 (%) 

C 

Persentase perkara yang 

diselesaikan melalui 

mediasi 

10 % 6.25% % 41.66 % 0 % 

 

Indikator kinerja persentase 

perkara yang diselesaikan melalui 

mediasi adalah membandingkan  

Jumlah Perkara yang diselesaikan 

melalui mediasi dengan jumlah perkara 

yang dilakukan mediasi. 

Penetapan Indikator ini untuk 

melihat keberhasilan dan komitmen 

Majelis Hakim untuk melaksanakan 

Mediasi disetiap Perkara Perdata yang 

ditanganinya. Ditahun 2021, Pengadilan 

Negeri Tais  menargetkan 10 % dari 16 

Perkara Gugatan yang masuk dan 1 

perkara berhasil dilakukan mediasi. 

Pada tahun 2021, laporan mediasi 

perkara gugatan berjumlah 1 perkara 

dari 16 perkara gugatan yang masuk 

tahun 2021  (6.25 %). 

 

Tabel 33 Perkara Perdata Gugatan Tahun 2021 

NO Uraian Jumlah Perkara 

1 Perkara Perdata Gugatan yang masuk 16 

2 Perkara Perdata Gugatan yang dilakukan mediasi 16 

3 Mediasi berhasil (akta perdamaian) 1 

4 Mediasi Gagal 15 
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Pada prinsipnya semua perkara yang 

masuk dilakukan mediasi, namun ada 

beberapa perkara yang tidak dapat 

dilakukan karena ketidak hadiran 

tergugat sampai putusan dibuat 

(Putusan Verstek), atau perkara 

dicabut/gugur sehingga memang tidak 

bisa dilakukan mediasi. Sehingga target 

yang ditetapkan 10% perkara gugatan 

dilakukan mediasi, Pengadilan Negeri 

Tais berhasil melakukan Mediasi 

sebanyak 6.25 % dari total perkara yang 

masuk. Hal ini berarti cakupan indikator 

ini adalah sebesar 6.25 % dari target 

yang telah ditetapkan.  

Pencapaian ini mengalami 

Kenaikan Pencapaian dari pencapaian 

tahun 2020 yaitu hanya 0 %. 

 

Grafik 6 Persentase Perkara yang diajukan Mediasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.d Persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang  

 diajukan secara lengkap dan tepat waktu.  

 

Tabel 34 IKU “d” Sasaran Strategi 2 

NO INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2021 

REALISASI 

2021 

CAPAIAN 

2021 (%) 

CAPAIAN 

2020 (%) 

D 

Persentase berkas yang 

dimohonkan banding, kasasi 

dan PK yang  diajukan secara 

lengkap dan tepat waktu 

100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Perkara
Perdata

Gugatan yang
masuk

Perkara
Perdata

Gugatan yang
dilakukan
mediasi

Mediasi
berhasil (akta
perdamaian)

Mediasi Gagal

16 16

1

15

Perkara Perdata Gugatan Tahun 2021
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Indikator kinerja persentase berkas 

yang dimohonkan banding, Kasasi dan 

Peninjauan Kembali yang diajukan 

secara lengkap dan tepat waktu adalah 

membandingkan jumlah berkas perkara 

yang dimohonkan banding, kasasi dan 

PK yang diajukan  secara lengkap dan 

tepat waktu dengan jumlah berkas 

perkara yang dimohonkan banding, 

kasasi dan PK. 

 

Pada tahun 2020 Indikator kinerja 

persentase berkas yang dimohonkan 

banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali 

yang diajukan secara lengkap dan tepat 

waktu mencapai target dan realiasasi 

100%. 

 

Pada persentase Indikator kinerja 

persentase berkas yang dimohonkan 

banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali 

yang diajukan secara lengkap dan tepat 

waktu pada tahun 2021 ditargetkan 100 

% dan realisasi serta Capaian 100 % 

karena semua berkas yang diajukan 

Kasasi dan PK sudah disampaikan 

secara lengkap dan tepat waktu, terlihat 

seperti pada tabel dan grafik dibawah ini 

:

 

1. Perkara Perdata 

Tabel 35 Upaya Hukum Perdata 

NO Upaya Hukum Keterangan Jumlah 

1 Kasasi 
Jumlah Kasasi 0 

Jumlah Kasasi yang dikirim lengkap 0 

2 Peninjauan Kembali 
Jumlah PK 0 

Jumlah PK yang dikirim lengkap 0 

 

2. Perkara Pidana 

Tabel 36 Upaya Hukum Pidana 

NO Upaya Hukum Keterangan Jumlah 

1 Kasasi 
Jumlah Kasasi 4 

Jumlah Kasasi yang dikirim lengkap 4 

2 Peninjauan Kembali 
Jumlah PK 0 

Jumlah PK yang dikirim lengkap 0 

 

Tabel pencapaian perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi dan 

Peninjauan Kembali (PK) yang disampaikan secara lengkap adalah sebagai berikut : 
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Tabel 37 Penyampaian berkas upaya hukum 

NO Upaya Hukum Jumlah Perkara 
Jumlah Perkara yang 

Dikirim 

1 Kasasi 4 4 

2 Peninjauan Kembali 0 0 

 

 

Grafik persentase perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi dan PK 

yang dikirim secara lengkap adalah sebagai berikut : 

 

Grafik 7 Upaya Hukum Kasasi dan PK yang dikirim secara lengkap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.e Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat  

     diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus. 

.  

 

Tabel 38 IKU “e” Sasaran Strategi 2 

NO INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2021 

REALISASI 

2021 

CAPAIAN 

2021 (%) 

CAPAIAN 

2020 (%) 

D 

Persentase putusan perkara 

yang menarik perhatian 

masyarakat yang dapat 

diakses secara online dalam 

waktu 1 hari setelah putus 

10 % 10 % 100 % 100 % 

 

Jumlah Perkara Jumlah Perkara yang Dikirim

4 4

0 0

Kasasi dan PK Yang Dikirim Secara Lengkap

Kasasi Peninjauan Kembali



 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 Page 58 

Indikator kinerja Persentase putusan 

perkara yang menarik perhatian 

masyarakat yang dapat diakses secara 

online dalam waktu 1 hari setelah putus 

adalah membandingkan jumlah putusan 

perkara yang menarik perhatian 

masyarakat yang dapat diakses secara 

online dalam waktu 1 hari setelah putus 

dengan jumlah putusan perkara yang 

menarik perhatian masyarakat. 

Pada tahun 2021 Indikator kinerja 

persentase putusan perkara yang 

menarik perhatian masyarakat yang 

dapat diakses secara online dalam waktu 

1 hari setelah putus mencapai target dan 

realiasasi 100%. 

Pada persentase Indikator kinerja 

putusan perkara yang menarik 

perhatian masyarakat yang dapat 

diakses secara online dalam waktu 1 hari 

setelah putus tahun 2021 ditargetkan 10 

% dan realisasi serta Capaian 100 % 

karena semua perkara yang menarik 

perhatian masyarakat telah dapat 

diakses secara online dalam waktu 1 hari 

setelah putus.  

Pada tahun 2021, pengadilan Negeri 

Tais menerima, memeriksa dan 

memutus perkara gugatan dengan 

nomor register 2/pdt.G/2021/PN.Tas 

dan 3/pdt.G/2021/PN.Tas tentang 

pokok perkara adanya gugatan dari 

kepala desa dan perangkat desa yang 

menggugat Bupati selaku Kepala Daerah 

Kabupaten Seluma mengenai besaran 

penghasilan yang diterima yang menurut 

para penggugat bertentangan dengan 

undang-undang dan peraturan lainnya 

mengenai pemerintahan desa. 

Menarik perhatian masyarakat 

karena animo masyarakat yang ingin 

melihat dan mengetahui proses 

persidangan dan putusan Hakim 

terhadap Gugatan tersebut hingga 

perkara ini diliput oleh wartawan media 

cetak dan elektronik. 

Selain itu ada juga perkara pidana 

yang menarik perhatian masyarakat 

yaitu gugatan praperadilan dengan 

nomor register perkara 

01/praped/2021/PN.Tas yang 

dilayangkan anak mantan wakil bupati 

Kabupaten Seluma yang didakwa atas 

kepemilikan senjata api. terlihat seperti 

pada gambar dibawah ini :
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Gambar 4. Berita Perkara yang menarik Animo Masyarakat 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sasaran Strategi 3 

 

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan  

 

Sasaran Meningkatnya Akses Peradilan 

bagi Masyarakat Miskin dan 

Terpinggirkan ini maksudnya adalah 

untuk memudahkan masyarakat 

mendapatkan informasi serta pelayanan 

hukum dan keadilan di Pengadilan 

Negeri Tais secara gratis. Indikator 

kinerja utama yang ditetapkan untuk 

mengukur keberhasilan sasaran ini 

meliputi 1 (satu) indikator yang 

diwujudkan dengan kegiatan. 

Pencapaian target indikator kinerja 

sasaran ini pada tahun 2021 dapat 

digambarkan dalam tabel sebagai 

berikut: 
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Tabel 39 Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan  

 

SASARAN STRATEGIS III 

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan 

 

 

 

 

No Indikator Kinerja Target Realisasi 
Capaian  

( % ) 

a. Persentase Pencari Keadilan 

Golongan Tertentu yang Mendapat 

Layanan Bantuan Hukum 

(Posbakum) 

100% 100 % 100 % 

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III 100 % 

 

3.a Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan 

bantuan hukum (posbankum) 

 

 

Tabel 40 IKU “a “ sasaran 3 

NO INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2021 

REALISASI 

2021 

CAPAIAN 

2021 (%) 

CAPAIAN 

2020 (%) 

A 

Persentase pencari keadilan 

golongan tertentu yang 

mendapatkan layanan 

bantuan hukum 

(posbankum) 

100 % 100 % 100 % 100 % 

 

 

Indikator kinerja Persentase 

pencari keadilan golongan tertentu yang 

mendapat layanan Bantuan Hukum 

(Posbankum) adalah membandingkan 

jumlah pencari keadilan golongan 

tertentu yang mendapat layanan 

Bantuan Hukum (Posbankum) dengan 

jumlah pencari keadilan golongan 

tertentu. 

Pengadilan Negeri Tais untuk 

tahun 2021 mendapatkan anggaran 

untuk pelayanan bantuan hukum 

(posbankum) dalam DIPA 03 sebesar 

Rp.24.000.000,-. Pengadilan Negeri Tais 

bekerja sama dengan  lembaga bantuan 

hukum yang terdaftar yaitu Lembaga 

Bantuan Konsultas Hukum Aisyah 
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Untuk tahun 2021, anggaran 

tersebut sudah terserap Rp.24.000.000. 

sehingga dapat disimpulkan bahwa 

penyerapan anggaran untuk Posbankum  

terserap 100 % dengan capaian 100 % 

dengan melayani 34 layanan bantuan 

Hukum kepada pencari keadilan 

golongan tertentu.

 

 

4. Sasaran Strategi 4 

 

Tabel 41 :Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan 

SASARAN STRATEGIS IV 

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan 

No Indikator Kinerja Target Realisasi 
Capaian 

( % ) 

a. Persentase putusan perkara 

perdata yang ditindaklanjuti 

(dieksekusi) 

100 % 100 % 100 % 

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IV 100 % 

 

 

Tabel 42 : Sasaran 4 “Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan” 

NO INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2021 

REALISASI 

2020 

CAPAIAN 

2021 (%) 

CAPAIAN 

2020 (%) 

 

Persentase perkara perdata 

yang ditindaklanjuti 

(dieksekusi) 

100 %  0 % 100 % 0 % 

 

Persentase indikator kinerja 

putusan perkara perdata yang 

ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah 

membandingkan Jumlah Putusan 

perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 

dengan Jumlah Putusan Perkara perdata 

yang sudah BHT dan dimohonkan untuk 

ditindaklanjuti (dieksekusi). 

 Kepatuhan terhadap putusan 

Hakim adalah Persentase permohonan 

eksekusi atas putusan perkara perdata 

yang berkekuatan hukum tetap yang 

ditindaklanjuti. Untuk tahun 2021  ada  

3 perkara eksekusi yang harus 

diselesaikan, sehingga jumlah yang 

ditindak lanjuti adalah 3 perkara dengan 

demikian Persentase Meningkatnya 

Kepatuhan terhadap putusan Hakim 

adalah sebesar 100%. 
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Berdasarkan tabel diatas bahwa 

terdapat peningkatan pada tahun 2021 

dibandingkan dengan 2020 yang sama 

sekali tidak ada perkara yang 

ditindaklanjuti (dieksekusi). 
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C .  A K U N T A B I L I T A S  K E U A N G A N   

 

Dalam pelaksanaan anggaran juga tidak 

kalah penting adalah pertanggung 

jawaban pelaksanaan anggaran dalam 

bentuk laporan keuangan dan laporan 

barang milik negara karena akuntansi 

dan pelaporan keuangan dan barang 

milik negara merupakan elemen utama 

wujud pelaksanaan transparansi dan 

akuntabilitas keuangan negara.  

Dalam melaksanakan tugas pokok 

dan fungsinya serta untuk mencapai 

target rencana kinerja juga ditentukan 

oleh penyediaan anggaran melalui Daftar 

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 

tahun 2021 yang terdiri dari :  

1. DIPA (01) Badan Urusan 

Administrasi, meliputi Belanja 

Pegawai, Belanja Barang dan 

Belanja Modal 

2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, 

meliputi Belanja Barang.  

Selama kurun waktu tahun 2021, 

pelaksanaan kegiatan/program di 

Pengadilan Negeri Tais Kelas II dibiayai 

oleh 2 (Dua) DIPA, yakni : DIPA Badan 

Urusan Administrasi (DIPA 01) Nomor : 

DIPA-005.01.2.673009/2021 dengan 

total anggaran sebesar Rp 4.461.869.000  

dan DIPA Direktorat Jenderal Badan 

Peradilan Umum (DIPA 03) Nomor : 

DIPA-005.03.2.673010/2021 dengan 

total anggaran awal sebesar       Rp. 

106.566.000,- kemudian terdapat revisi 

pengembalian anggaran kepusat/eselon 

I dan setelah mendapatkan persetujuan 

eselon 1 anggaran DIPA 03 menjadi 

Rp.84.826.000,-. 

Jumlah anggaran DIPA seluruhnya 

sesuai tertera pada Penetapan Kinerja 

Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 

4.546.695.000,- ( empat  milyar  lima 

ratus  empat puluh enam juta Enam 

ratus sembilan puluh lima ribu  rupiah).

 

 

1. Pagu dan Realisasi DIPA (01) Badan Urusan Administrasi.  

 

Dipa Badan Urusan Administrasi 

terdiri dari 3 jenis belanja, yakni belanja 

pegawai,belanja barang dan belanja 

modal. Berikut rincian Pagu dan 

Realisasi DIPA (01) Badan Peradilan 

Umum tahun anggaran 2021 : 
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Tabel 43 Pagu dan Realisasi DIPA (01) Badan Urusan Administrasi. 

No KEGIATAN PAGU AWAL (Rp.) REALISASI (Rp.) % 

1 Belanja Pegawai 3.237.427.000 3.220.507.900 99.48 

2 Belanja Barang 1.186.942.000 1.075.452.985 90.61 

3 Belanja Modal 37.500.000 36.630.000 97.68 

Total 4.461.869.000.- 4.332.590.885 97.10 

 

Grafik 8: Persentase Realisasi Anggaran DIPA 01 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Belanja Pegawai 

 

Total Pagu Anggaran untuk Belanja 

Pegawai Pengadilan Negeri Tais Kelas II 

TA. 2021 sebesar Rp.3.237.427.000,- 

dan diakhir tahun 2021 realisasi 

anggaran untuk belanja pegawai sebesar 

Rp. 3.220.507.900,- atau sebesar 99,48 

% (sisa anggaran Rp. 16.919.100 ) 

 

Tabel 44 Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Dipa (01) BUA TA. 2021 

NO 
KODE 

AKUN 
URAIAN PAGU 

REALISASI 
SISA 

TOTAL % 

1 511111 
Belanja Gaji 

Pokok PNS 
1.320.844.000 1.316.556.280 99,95 4.287.720 

2 511119 

Belanja 

Pembulatan 

Gaji PNS 

28.000 24.539 97,22 3.461 

3 511121 

Belanja 

Tunj. 

Suami/ 

Istri PNS 

88.122.000 88.020.600 
 

97,31 
101.4 

Belanja Pegawai, 
99.48%, 35%

Belanja Barang, 
90.61%, 31%

Belanja Modal, 
97.68%, 34%

Persentase PAGU DAN 
REALISASI DIPA 01 

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
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4 511122 

Belanja 

Tunj. Anak 

PNS 

28.317.000 28.286.582 99,64 30.418 

5 511123 

Belanja 

Tunj. 

Struktural 

PNS 

28.140.000 28.140.000 100 0 

6 511124 

Belanja 

Tunj. 

Fungsional 

PNS 

1.307.351.000 1.303.090.000 99,97 4.261.000 

7 511125 

Belanja 

Tunj. PPh 

PNS 

125.724.000 122.926.439 99,86 2.797.561 

8 511126 

Belanja 

Tunj. Beras 

PNS 

80.604.000 80.603.460 100 540 

9 511129 

Belanja 

Uang 

Makan PNS 

243.672.000 238.335.000 95.78 5.337.000 

10 511151 

Belanja 

Tunjangan 

Umum PNS 

14.625.000 14.525.000 94,20 100 

TOTAL 3.237.427.000 3.220.507.900 99,48 16.919.100 

 

b. Belanja Barang 

Total Pagu Anggaran untuk Belanja 

Barang Pengadilan Negeri Tais Kelas II 

TA. 2021 sebesar Rp. 1.186.942.000 dan 

diakhir tahun 2021 realisasi anggaran 

untuk belanja barang sebesar 

Rp.1.075.452.985,- atau sebesar 90,61 

% (sisa anggaran Rp.111.489.015,-). 

 

 

Tabel 45 Pagu dan Realisasi Belanja Barang Dipa (01) BUA TA. 2021 

NO 
KODE 

AKUN 
URAIAN PAGU 

REALISASI 
SISA 

TOTAL % 

1 521111 

Belanja 

Keperluan 

Perkantoran 

334.704.000 289.819.869 98,47 86,59 % 
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2 521114 

Belanja 

Pengiriman 

Surat Dinas 

Pos Pusat 

2.400.000 1.661.300 99,92 69,22 % 

3 521115 

Belanja 

Honor 

Operasional 

Satuan Kerja 

44.520.000 38.264.000 99.69 85,95 % 

6 521119 

Belanja 

Barang 

Operasional 

Lainnya 

87.376.000 87.072.535 99,98 99,65 % 

7 521131 

Belanja 

Barang 

Operasional - 

Penanganan 

Pandemi 

COVID-19 

5.000.000 4.987.000 99,78 99,74 % 

8 521811 

Belanja 

Barang 

Persediaan 

Barang 

Konsumsi 

41.280.000 41.206.445 90,04 99,82 % 

9 522111 

Belanja 

Langganan 

Listrik 

78.600.000 71.733.524 72,78 91,26 % 

10 522112 

Belanja 

Langganan 

Telepon 

24.000.000 7.881.085 87,61 32,84 % 

11 522113 

Belanja 

Langganan 

Air 

1.200.000 0 81,85 0,00 % 

12 522141 Belanja Sewa 112.320.000 91.260.000 99.99 81,25 % 

13 523111 

Belanja 

Pemeliharaan 

Gedung dan 

Bangunan 

250.465.000 250.456.425 0 100 % 

TOTAL 1.186.942.000 1.075.452.985 90,61 111.489.015 
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c. Belanja Modal 

Total Pagu Anggaran untuk Belanja 

Modal Pengadilan Negeri Tais Kelas II TA. 

2021 sebesar Rp.37.500.000,- dan 

diakhir tahun 2021 realisasi anggaran 

untuk belanja modal sebesar 

Rp.36.630.000,- atau sebesar 97,68 % 

(sisa anggaran Rp.870.000,-) 

 

Tabel 46 Pagu dan Realisasi Belanja Modal Dipa (01) BUA TA. 2021 

NO 
KODE 

AKUN 
URAIAN PAGU 

REALISASI 
SISA 

TOTAL % 

1 532111 

Belanja Modal 

Peralatan dan 

Mesin 

37.500.000 36.630.000 97,68 870.000 

TOTAL 37.500.000 36.630.000 97,68 870.000 

 

2. Pagu dan Realisasi DIPA (03) Badan Peradilan Umum.  

 

Untuk Dipa Badan Peradilan Umum 

(DIPA 03) dengan Nomor : DIPA : 005-

03.2.673010/2021 Pengadilan Negeri 

Tais Kelas II  mendapatkan Pagu 

Anggaran sebesar Rp.106.566.000,- 

dimana per 02 November 2021 setelah 

mendapat persetujuan eselon I direvisi 

menjadi Rp.84.826.000 dan Per 31 

Desember berhasil terealisasi sebesar 

Rp.83.292 .615,- (Terserap 98.19 % dari 

total anggaran). Berikut tabel Pagu dan 

realisasi belanja dipa badan peradilan 

umum :  

 

Tabel 47 Pagu dan Realisasi DIPA (03) BadanPeradilan Umum 

NO 
KODE 

AKUN 
URAIAN PAGU 

REALISASI 
SISA 

TOTAL % 

1 521811 

Belanja Barang 

utk Persediaan 

Barang 

Konsumsi 

 

29.070.000 

 

29.067.075 

 

99,99 

 

2.925 

2 522131 
Belanja Jasa 

Konsultan 

 

24.000.000 

 

24.000.000 

 

100 

 

0 

3 521211 Belanja Bahan 380.000 48.000 12,63 332.000 

 

 

4 

 

 

524113 

Belanja 

Perjalanan 

Dinas dalam 

Kota 

4.410.000 4.410.000 100 0 
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5 521211 
Belanja Bahan 

1.1400.000 1.140.000 100 0 

6 524113 

Belanja 

perjalanan 

dinas dalam 

nota 

796.000 796.000 100 0 

7 521211 Belanja  bahan 5.670.000 5.670.000 100 0 

8 524113 

Belanja 

Perjalanan 

Dinas dalam 

Kota 

6.860.000 6.860.000 100 0 

9 521114 

Belanja 

Pengiriman 

Surat Dinas Pos 

Pusat 

1.500.000 1.238.740 82,58 261.260 

10 521214 

Belanja 

pengiriman 

surat dinas 

1.440.000 1.425.800 99,01 14.200 

11 521213 

Belanja 

perjalanan 

Dinas dalam 

Kota 

5.670.000 5.670.000 100 0 

12 521114 

Belanja 

pengiriman 

surat dinas pos 

Pusat 

600.000 260.000 43,33 340.000 

13 524113 

Belanja 

Perjalanan 

Dinas dalam 

Kota 

1.680.000 1.610.000 95,83 70.000 

14 524114 

Belanja 

pengiriman 

surat dinas pos 

Pusat 

910.000 467.000 51,32 443.000 

15 524113 

Belanja 

Perjalanan 

Dinas dalam 

Kota 

700.000 630.000 90 70.000 

TOTAL 84.826.000 83.292.615 98,19 1.533.385 
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PENUTUP

KESIMPULAN

SARAN
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A. KESIMPULAN  

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKjIP) dari Pengadilan Negeri Tais  Kelas 

II merupakan suatu perwujudan 

Transparansi dan Akuntabilitas dari 

lembaga Pengadilan Negeri Tais  Kelas II, 

kerena pada (LKjIP) digambarkan 

capaian kinerja (Performance Result) 

Kantor Pengadilan Negeri Tais  Kelas II 

selama tahun 2021.  

 

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan 

yang mendukung program tidak selalu 

dapat tergambarkan dalam keberhasilan 

atau kegagalan pencapaian indikator 

sasaran, karena masih dipengaruhi oleh 

pencapaian kinerja program lain. Satu 

program dapat ditujukan untuk 

pencapaian sasaran lebih dari satu, 

demikian juga sebaliknya satu sasaran 

dapat dicapai oleh lebih dari satu 

program.  

 

Apabila dilihat dari permasalahan 

penyusunan (LKjIP) maka dibandingkan 

antara matrik pengukuran kinerja 

kegiatan dan pengukuran pencapaian 

sasaran dengan tabel keuangan terlihat 

kurang sinerginya perencanaan dan 

penganggaran dengan penjabaran 

kegiatan program yang tertuang dalam 

renstra, sehingga terdapat kesulitan  

 

 

 

dalam pemetaan program dan 

kegiatan dengan pengalokasian 

keuangan. 

 

Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tais 

Kelas II Tahun 2021 ini merupakan 

gambaran pencapaian kinerja dan dapat 

dipertanggung jawabkan sekaligus 

sebagai alat ukur dalam menjalankan 

tugas pokok dan fungsi. Laporan 

Akuntabilitas ini juga sebagai wujud 

transparansi laporan pelaksanaan 

kegiatan yang dilaksanakan 

berdasarkan rencana strategis 

Pengadilan Negeri Tais  Kelas II. 

 

Secara umum tujuan sasaran 

program dan kegiatan Satuan Kerja 

Pengadilan Negeri Tais  Kelas II Tahun 

2021 dapat dilaksanakan dengan baik, 

namun demikian hasil yang diperoleh 

tersebut masih perlu ditingkatkan terus 

guna memenuhi tuntutan pelayanan 

masyarakat yang semakin tinggi. 

 

 

 

 

 

 

PENUTUP BAB IV 
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1. Keberhasilan.  

Keberhasilan atas pencapaian target 

dari rencana kinerja yang ditetapkan 

adalah tidak lepas dari peran serta 

semua pihak yang terlibat di 

dalamnya. Keberhasilan tersebut 

merupakan cerminan dari 

berjalannya sistem kerja yang 

berlaku dan didukung oleh suasana 

kerja yang dinamis dan bersifat 

kekeluargaan. Pencapaian kinerja di 

Pengadilan Negeri Tais  Kelas II pada 

tahun 2021 telah memenuhi target 

dalam uraian sebagai berikut :  

➢ Penyelenggaraan tugas pokok dan 

fungsi (tupoksi) baik teknis 

maupun administrasi telah 

berhasil dengan baik.  

➢ Proses penyelesaian sisa perkara 

tahun 2020 dan proses 

penyelesaian perkara pada tahun 

2021 pada prinsipnya telah 

berjalan dengan baik.  

➢ Penyampaian berkas perkara 

yang dinyatakan lengkap dan 

didistribusikan ke Majelis Hakim 

sudah berjalan dengan baik dan 

sesuai dengan target yang telah 

ditetapkan dengan 

memeperhatikan pola Bindalmin 

(Buku II).  

➢ Dalam peningkatan kualitas 

Sumber Daya Manusia, 

pencapaian jumlah peserta yang 

diusulkan mengikuti diklat sudah 

tercapai. 

➢ Apabila ada pengaduan 

masyarakat yang masuk atau dari 

pengawasan internal dan 

merupakan kewenangan 

Pengadilan Negeri Tais  Kelas II 

akan langsung ditindaklanjuti.  

➢ Penyediaan sarana dan prasarana 

sebagai pendukung tugas pokok 

dan fungsi (tupoksi) Pengadilan 

Negeri Tais  Kelas II tahun 2021 

ini telah mulai terealisasi. 

➢ Telah berhasil memperoleh 

Sertifikat Akreditasi Penjaminan 

Mutu Direktorat Jenderal Badan 

Peradilan Umum dengan predikat 

A “Excellent” 

➢ Telah mencanangkan 

pembangunan Zona Intergritas 

menuju Wilayah Bebas Korupsi ( 

WBK ) dan Wilayah Birokrasi 

Bersih Melayani ( WBBM ) 

 

2. Ketidakberhasilan 

Ketidakberhasilan dalam pencapaian 

target yang telah ditetapkan terdapat 

dalam 3 (tiga) indikator sasaran 

kinerja yakni :  

➢ Dalam sasaran  terwujudnya 

Proses Peradilan yang 

pasti,Transparan dan Akuntabel,  

persentase perkara Pidana anak 

yang diselesaikan dengan diversi 

oleh Pengadilan Negeri Tais  Kelas 

II adalah nihil (0). Ini dikarenakan 

perkara anak yang masuk tidak 

memenuhi klasifikasi untuk 

dilakukan diversi. 
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➢ Dalam sasaran Peningkatan 

Efektivitas Pengelolaan 

Penyelesaian Perkara, Persentase 

perkara yang diselesaikan melalui 

mediasi masih kecil yaitu hanya 1 

perkara, Proses Mediasi yang 

dilakukan oleh Hakim mediator 

sudah maksimal, namun belum 

menemui kesepakatan oleh para 

pihak dan tetap ingin 

melanjutkan proses hukum 

perdata. 

➢ Dalam sasaran Peningkatan 

Efektivitas Pengelolaan 

Penyelesaian Perkara, Persentase 

putusan perkara yang menarik 

perhatian masyarakat yang dapat 

diakses secara online dalam 

waktu 1 hari setelah putus belum 

dapat dilaksanakan, dikarenakan 

tidak adanya perkara yang 

ditangani yang menarik perhatian 

masyarakat. 

 

3. Kendala 

Dalam pelaksanaan tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan oleh 

Pengadilan Negeri Tais  Kelas II  

ditemukan kendala atau hambatan 

yang dapat menghambat proses 

pelaksanaannya, antara lain jumlah 

peralatan komputer yang ada tidak 

mampu mengikuti Perkembangan 

Program terbaru, kurangnya staf 

yang ada pada Pengadilan Negeri Tais  

Kelas II dikarenakan mutasi dan 

Rotasi serta masih sangat kurang 

dari Anjab dan ABK, Anggaran dalam 

DIPA masih sangat terbatas untuk 

mengakomodir semua pemenuhan 

kebutuhan terkait penyelesaian 

tupoksi, sarana dan infrastruktur 

daerah yang masih kurang untuk 

menunjang pemanfaatan Teknologi 

Informasi dalam penerapan Aplikasi 

untuk memudahkan penyelesaian 

pekerjaan. 

 

4. Langkah Strategis 

Pada tahun 2022 Pengadilan 

Negeri Tais  Kelas II akan menempuh 

langkah strategis untuk 

meningkatkan kinerja Pengadilan 

Negeri Tais  Kelas II.dengan cara 

sebagai berikut :  

a. Menetapkan Target Persentase 

mediasi yang diselesaikan sebesar 

15%. 

b. Meningkatkan kualitas 

pengawasan terhadap pengaduan 

masyarakat yang masuk dan 

menindaklanjuti hasil temuan 

pemeriksaan eksternal. 

c. Meningkatkan kualitas Sumber 

Daya Manusia Pengadilan Negeri 

Tais Kelas II dengan mengusulkan 

pegawai untuk mengikuti Diklat 

yang menunjang kinerja pegawai 

untuk menunjang tugas pokok 

dan fungsi (Tupoksi) peradilan. 
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d. Mengusulkan Penambahan 

anggaran sarana dan prasarana 

untuk menunjang peningkatan 

pelayanan peradilan.  

 

 

B. SARAN 

 

Dalam melaksanakan sesuatu 

pekerjaan, tentunya terdapat juga 

pembelajaran yang berharga bagi 

pelaksananya. Hal tersebut juga menjadi 

bagian yang diharapkan oleh semua 

pihak agar di tahun-tahun berikutnya 

terus tercipta perbaikan-perbaikan 

dalam rangka pencapaian misi dan visi 

Pengadilan Negeri Tais Kelas II. Berikut 

ini beberapa saran diungkapkan dengan 

harapan agar pencapaian kinerja dapat 

lebih baik dimasa yang akan datang: 

1. Perlu peningkatan komitmen 

bersama untuk menerapkan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP), sebagai 

instrument kontrol yang objektif dan 

transparan dalam merencanakan, 

menetapkan dan mengukur kinerja 

Pengadilan Negeri Tais  Kelas II sesuai 

dengan core bussines (ciri khas) dari 

tugas fungsinya dan keterampilan 

Sumber Daya Manusianya untuk 

peningkatan penyelesaian perkara.  

2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKjIP) sebagai akhir dari SAKIP 

dapat dioptimalisasi pemanfaatan 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKjIP) sebagai alat evaluasi kinerja 

bagi masing-masing instansi. 

3. Dalam menetapkan target pada 

rencana kinerja tahunan harus 

membandingkan dari data dua tahun 

sebelumnya sehingga target yang 

ditetapkan tidak terlalu rendah 

karena berdasarkan analisis 

pengukuran kinerja masih ada 

capaian kinerja yang melebihi 100%.  

4. Adanya penghargaan dan sanksi 

dalam melakukan proses 

pemanfaatan Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKjIP), 

merupakan instrument objektif yang 

tidak berpihak.  

5. Kelayakan Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP) sebagai 

instrument punish and reward 

merupakan mata rantai yang tidak 

terpisahkan dari kesempurnaan 

instrument lainnya (renstra, 

indikator kinerja utama, penetapan 

kinerja dan evaluasi LKjIP) yang 

harus optimal.  

6. Keterbukaan di dalam memberikan 

data untuk penyusunan Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).  

7. Lebih mengoptimalkan penerapan 

SAKIP pada Mahkamah Agung mulai 

dari penyusunan Renstra, Rencana 

Kinerja Tahunan, Penganggaran, 

Perjanjian Kinerja, LKjIP, antara lain 

:  

a. Dalam perumusan berbagai 

dokumen perencanaan, seperti 

rencana Kinerja Tahunan, 
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penganggaran, Perjanjian Kinerja 

dan lain-lain, memanfaatkan 

Renstra sebagai acuan.  

b. Mempersiapkan sistem 

pengukuran dan pengumpulan 

data kinerja yang handal 

termasuk penetapan indikator 

kinerja dan outcome, sehingga 

Pengadilan Negeri Tais Kelas II 

dapat memperlihatkan manfaat 

program dan kegiatan bagi 

masyarakat.  

8. Pemanfaatan anggaran untuk tahun 

mendatang, mengacu kepada 

pencapaian sasaran yang telah 

ditetapkan dalam perencanaan 

Strategis Tahun 2020 - 2024. 

9. Capaian sasaran dalam LKjIP Tahun 

2021 ini sebagai masukan dalam 

proses pengambilan keputusan guna 

meningkatkan kinerja Pengadilan 

Negeri Tais Kelas II di masa 

mendatang.  

10. Dalam tahun mendatang akan 

dipersiapkan pengumpulan dan 

pengukuran data kinerja sehingga 

indikator keberhasilan yang 

diperoleh dapat menggambarkan 

kondisi nyata yang diharapkan 

masyarakat.  

11. Agar implementasi SAKIP benar-

benar efektif perlu segera 

direalisasikan sinergitas antara 

laporan kinerja dan laporan 

keuangan sebagai satu kesatuan, 

sehingga kinerja yang dibiayai oleh 

DIPA benar-benar terukur, 

bermanfaat dan akuntabel. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENGADITAN NEGERI TAIS NXLAS II
SALINAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAIS KELAS II

NoMoR I w B.U 6 ll fsg / I(.p.o4.o 6 / tz / zozL

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINM.N INSTANSI
PEMERTNTAH [SAKrp) TAHUN ANGGARAN 2021

PADA PENGADILAN NEGERI TAIS KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI TAIS KELAS II

Menimbang 1. Bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (SAKIPJ
adalah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung
jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran
strategis instansi, yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan
dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilar4

2. Bahwa agar dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut dapat menggambarkan kinerja
suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana
yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu
dibentuk Tim Penyusunan SAKIP;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatag dipandang perlu
menetapkan Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) tahun ZOZLpada Pengadilan Negeri Tais Kelas II.

4. Bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam daftar lampiran
keputusan ini dipandang cakap untuk dituniuk sebagai Tim Penyusunan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Mengingat :1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

B.

Undang-UndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunary
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Kinerja lnstansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor09/M.PAN/05/2A07 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja
Utama di lingkungan lnstansi Pemerintah
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
20 /M.P AN / 11 /2008 tentang Petunj uk Penyusunan Kinerja Urama;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan
Pemerintah.

Negara
Kinerja

Nomor 29
Instantasi



Menetapkan

Pertama :

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

Keenam

MEMUTUSKAN

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINMIA
INSTANSI PEMERINTAH ISAKIB TAHUN ANGGARAN 2021 PADA
PENGADITAN NEGERI TAIS KELAS II;

Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tais Kelas II nomor: W8-
U/42/KP.O4.06/1/2021 tanggal 4 |anuari 2021 tentang Pembentukan
Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Sakip) Tahun Anggaran 2020 Pada Pengadilan Negeri Tais Kelas II dan
menetapkan kembali Pembe'ntukan Tim Pen5rusunan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah [SakipJ Tahun Anggaran
Z0?LPadaPengadilan Negeri Tais Kelas II;

Menunjuk dan mengangkat Pejabat/Pegawai yang nama-namanya
sebagaimana tersebut dalam Iajur 2, serta Iabatan sebagaimana
tersebut dalam lajur 3, dengan kedudukan sebagaimana tersebut dalam
lajur 4 lampiran Surat Keputusan ini;
Para P$abat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam lajur
2 adalah Tim Pen5rusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) Tahun Anggaran 2021pada Pengadilan Negeri Tais
Kelas II;
Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) Pengadilan Negeri Tais Kelas II bertugas menghimpun bahan-
bahan laporan dan menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) Tahun Anggaran Z02t pada Pengadilan Negeri Tais
Kelas II;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan
ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana
mestinya;

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk
diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tais

PadaTanggal : 29 Desember 20?L

Negeri Tais Kelas II,

1)



Salinan Daftar Lampiran
Nomor
Tanggal

PENGADILAN NEGERI TAIS KETAS II

: Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tais Kelas II
: W8.U6llp3/ KP.04.06/L2/zozL
: 29 Desember 2021

TENTANG
TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABITITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

TAHUN ANGGARAN 2021 PADA PENGADILAN NEGERI TAIS KELAS II

Negeri Tais Kelas II,

No. Nama /NIP Kedudukan Ket

1
ERWINDU, S.H.
19771_1252001121A07 Ketua Pengarah

., SIDIANTO, S.H., M.H.
1971082L2002721003 Panitera Ketua I

3
HABIBUDDIN, S.H.

796906277989031002 Sekretaris Ketua II

4
IRDIAN NOFRIANSYAH, S.H.

198511072006041005
Kasubbag, TI dan

Pelaporan
Sekretaris

5
HAIRUL IKSAN
196206211983031007 Panmud Hukum Anggota

6 IUMARDI LISMAN, S.H

198006132006041004 Panmud Perdata Anggota

AKHMAD NOPRIANSYAH, S.H.

198317072A06041004 Panmud Pidana Anggota

B
DECKY CANDRA IRAWAN, S.E.

198312152009041003
Kasubbag Kepegawaian,

Ortala Anggota

9
ARIADRINA, S.E.

t98703132071012025
Kasubbag Umum dan

Keuangan
Anggota

10
FERDYANSYAH, S.T.

19870907201503 1001
Analis Perencanaan,

Evaluasi dan Pelaporan Anggota

7t TRANMIARSO
1983011820 09121004

StaffSubbag TI dan
Pelaporan

Anggota

L2
TRIANA NURMAYATI, S.E.
199570072020722009 Verifikator Keuangan Notulis

13
DEVI YT]LIA SARI, A.Md.A.B.
199609272020122007

Pengadministrasi
Registrasi Perkara

Notulis

14
ANOSA PUTRI RUISE, S.Kom.

PPNPN Notulis

,

j-f.
;J,i '{

\
*_r:

fabatan



RENCANA KINERJA TAHUNAN 
 

Unit Kerja  : Pengadilan Negeri Tais  
Tahun Anggaran : 2022 

 
 
 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET PROGRAM KEGIATAN 
INDIKATOR 
KEGIATAN 

TARGET 
ANGGARAN/

Rp 

1. 

Terwujudnya 
Proses 
Peradilan 
yang Pasti, 
Transparan 
dan 
Akuntabel 

a. Persentase sisa 
perkara  Perdata 
yang diselesaikan 100% 

Program 
Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan 

Umum 

Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan 

Umum 

Perkara Peradilan 
Umum yang 

diselesaikan ditingkat 
pertama dan banding 

secara tepat waktu 

1 layanan 108.057.000 

b. Persentase sisa 
perkara  Pidana  
yang diselesaikan 100% 

Perkara Peradilan 
Umum yang 

diselesaikan ditingkat 
pertama dan banding 

secara tepat waktu 

1 layanan 108.057.000 

c. Persentase Sisa 
perkara Pidana 
Khusus yang 
diselesaikan  

100% 

Perkara Peradilan 
Umum yang 

diselesaikan ditingkat 
pertama dan banding 

secara tepat waktu 

1 layanan 108.057.000 

d. Persentase perkara 
Perdata yang 
diselesaikan tepat 
waktu 100% 

Perkara Peradilan 
Umum yang 

diselesaikan ditingkat 
pertama dan banding 

secara tepat waktu 
 

1 layanan 108.057.000 



NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET PROGRAM KEGIATAN 
INDIKATOR 
KEGIATAN 

TARGET 
ANGGARAN/

Rp 
e. Persentase perkara 

Pidana yang 
diselesaikan tepat 
waktu 100% 

Perkara Peradilan 
Umum yang 

diselesaikan ditingkat 
pertama dan banding 

secara tepat waktu 
 

1 layanan 108.057.000 

f. Persentase perkara 
Pidana Khusus 
yang diselesaikan 
tepat waktu 100% 

Perkara Peradilan 
Umum yang 

diselesaikan ditingkat 
pertama dan banding 

secara tepat waktu 
 

1 layanan 108.057.000 

g. Persentase perkara 
yang tidak 
mengajukan upaya 
hukum Banding 

90% 

Perkara Peradilan 
Umum yang 

diselesaikan ditingkat 
pertama dan banding 

secara tepat waktu 

1 layanan 108.057.000 

h. Persentase perkara 
yang tidak 
mengajukan upaya 
hukum kasasi 

90% 

Perkara Peradilan 
Umum yang 

diselesaikan ditingkat 
pertama dan banding 

secara tepat waktu 

1 layanan 108.057.000 

i. Persentase perkara 
yang tidak 
mengajukan upaya 
hukum PK 

100% 

Perkara Peradilan 
Umum yang 

diselesaikan ditingkat 
pertama dan banding 

secara tepat waktu 

1 layanan 108.057.000 



NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET PROGRAM KEGIATAN 
INDIKATOR 
KEGIATAN 

TARGET 
ANGGARAN/

Rp 
j. Persentase perkara 

Pidana Anak yang 
diselesaikan 
dengan Diversi 

10% 
Program 
Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan 
Umum 

Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan 
Umum 

Perkara Peradilan 
Umum yang 

diselesaikan ditingkat 
pertama dan banding 

secara tepat waktu 

1 layanan 108.057.000 

k. Index respon 
pencari keadilan 
yang puas terhadap 
layanan peradilan 

90% 

Perkara Peradilan 
Umum yang 

diselesaikan ditingkat 
pertama dan banding 

secara tepat waktu 

1 layanan 108.057.000 

2. 

Peningkatan 
Efektivitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian 
Perkara 
 

a. Persentase Salinan 
Putusan Perkara 
Perdata yang 
Diterima oleh Para 
Pihak Tepat Waktu 

100% 

Program 
Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan 
Umum 

Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan 
Umum 

Perkara Peradilan 
Umum yang 

diselesaikan ditingkat 
pertama dan banding 

secara tepat waktu 

100 perkara 108.057.000 

b. Persentase Salinan 
Putusan Perkara 
Pidana yang 
Diterima oleh Para 
Pihak Tepat Waktu 

100% 

Perkara Peradilan 
Umum yang 

diselesaikan ditingkat 
pertama dan banding 

secara tepat waktu 
 

100 perkara 108.057.000 

c. Persentase Perkara 
yang Diselesaikan 
Melalui Mediasi 

10% 

Perkara Peradilan 
Umum yang 

diselesaikan ditingkat 
pertama dan banding 

secara tepat waktu 
 

100 perkara 108.057.000 



NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET PROGRAM KEGIATAN 
INDIKATOR 
KEGIATAN 

TARGET 
ANGGARAN/

Rp 
d. Persentase Berkas 

Perkara yang 
Diajukan Banding, 
Kasasi dan PK 
secara Lengkap dan 
Tepat Waktu 

100% 

Perkara Peradilan 
Umum yang 

diselesaikan ditingkat 
pertama dan banding 

secara tepat waktu 
 

100 perkara 108.057.000 

  

e. Persentase Putusan 
Perkara yang 
Menarik Perhatian 
Masyarakat yang 
Dapat Diakses 
secara Online 
dalam waktu 1 hari 
setelah putus 

100% 

Perkara Peradilan 
Umum yang 

diselesaikan ditingkat 
pertama dan banding 

secara tepat waktu 
 

100 perkara 108.057.000 

3. 

Meningkatnya 
Akses 
Peradilan bagi 
Masyarakat 
Miskin dan 
Terpinggirkan 

a. Persentase Pencari 
Keadilan Golongan 
Tertentu yang 
Mendapat Layanan 
bantuan Hukum 
(Posbakum) 
 
 

100% 

Program 
Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan 
Umum 

Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan 
Umum 

Jumlah Layanan Pos 
bantuan hukum  

 

1 layanan 24.000.000 

4. 

Meningkatnya 
kepatuhan 
terhadap 
putusan 
pengadilan. 

Persentase Putusan 
Perkara Perdata yang 
Ditindak lanjuti 
(dieksekusi) 

75% 

Program 
Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan 
Umum 

Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan 
Umum 

Perkara Peradilan 
Umum yang 

diselesaikan ditingkat 
pertama dan banding 

secara tepat waktu 

1 layanan 108.057.000 

 



 

 

.MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 
PENGADILAN NEGERI TAIS KELAS II 

 
 
Visi : TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI TAIS YANG AGUNG 

Misi : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan 
  2. Memberikan Pelayanan Hukum yan Berkeadilan 
  3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan 

  4. Meningkatkan Kredibilitas Badan Peradilan 
 

No 

Tujuan Target 
Jangka 

Menengah 

Sasaran Target Strategis 

Uraian Uraian 
Indikator 
Kinerja 

2020 2021 2022 2023 2024 Program Kegiatan 
Indikator 
Kegiatan 

Target Anggaran 

1 Terwujudnya Proses 

Peradilan yang Pasti, 

Transparan dan 

Akuntabel  

100% 

Terwujudnya 
Proses 

Peradilan yang 
Pasti, 
Transparan 

dan Akuntabel 

a Persentase 

Sisa Perkara 

Perdata yang 

Diselesaikan 

100% 100% 100% 100% 100% 

Program 

Peningkata

n 

Manajeme

n 

Peradilan 

Umum 

Peningkata

n 

Manajeme

n 

Peradilan 

Umum 

Perkara 

Peradilan 

Umum yang 

diselesaikan 

ditingkat 

pertama dan 

banding 

secara tepat 

waktu 

1 

layanan 
Rp 108.057.000 

  
  

  b Persentase 

Sisa Perkara 

Pidana  yang 

Diselesaikan 

100% 100% 100% 100% 100% 

Program 

Peningkata

n 

Manajeme

n 

Peradilan 

Umum 

Peningkata

n 

Manajeme

n 

Peradilan 

Umum 

Perkara 

Peradilan 

Umum yang 

diselesaikan 

ditingkat 

pertama dan 

banding 

secara tepat 

waktu 

1 

layanan 
Rp 108.057.000 

        c Persentase 

Sisa Perkara 

Pidana Khusus 

yang 

Diselesaikan 100% 100% 100% 100% 100% 

Program 

Peningkata

n 

Manajeme

n 

Peradilan 

Umum 

Peningkata

n 

Manajeme

n 

Peradilan 

Umum 

Perkara 

Peradilan 

Umum yang 

diselesaikan 

ditingkat 

pertama dan 

banding 

secara tepat 

waktu 

1 

layanan 
Rp 108.057.000 



 

 

       d Persentase 

Perkara 

Perdata yang 

Diselesaikan 

Tepat Waktu 100% 100% 100% 100% 100% 

Program 

Peningkata

n 

Manajeme

n 

Peradilan 

Umum 

Peningkata

n 

Manajeme

n 

Peradilan 

Umum 

Perkara 

Peradilan 

Umum yang 

diselesaikan 

ditingkat 

pertama dan 

banding 

secara tepat 

waktu 

1 

layanan 
Rp 108.057.000 

    
 

  e Persentase 

Perkara Pidana 

yang 

Diselesaikan 

Tepat Waktu 

100% 100% 100% 100% 100% 

Program 

Peningkata

n 

Manajeme

n 

Peradilan 

Umum 

Peningkata

n 

Manajeme

n 

Peradilan 

Umum 

Peningkata

n 

Manajeme

n 

Peradilan 

Umum 

Perkara 

Peradilan 

Umum yang 

diselesaikan 

ditingkat 

pertama dan 

banding 

secara tepat 

waktu 

1 

layanan 
Rp 108.057.000 

    
 

  f Persentase 

Perkara Pidana 

Khusus yang 

Diselesaikan 

Tepat Waktu 

100% 100% 100% 100% 100% 

Program 

Peningkata

n 

Manajeme

n 

Peradilan 

Umum 

 

Peningkata

n 

Manajeme

n 

Peradilan 

Umum 

Peningkata

n 

Manajeme

n 

Peradilan 

umum 

Perkara 

Peradilan 

Umum yang 

diselesaikan 

ditingkat 

pertama dan 

banding 

secara tepat 

waktu 

1 

layanan 
Rp 108.057.000 

    g Persentase 

Perkara yang 

Tidak 

Mengajukan 

Upaya Hukum  

Banding 
90% 90% 90% 90% 90% 

Program 

Peningkata

n 

Manajeme

n 

Peradilan 

Umum 

Peningkata

n 

Manajeme

n 

Peradilan 

Umum 

Perkara 

Peradilan 

Umum yang 

diselesaikan 

ditingkat 

pertama dan 

banding 

secara tepat 

waktu 

1 

layanan 
Rp 108.057.000 



 

 

    h Persentase 

Perkara yang 

Tidak 

Mengajukan 

Upaya Hukum  

Kasasi 

95% 95% 90% 95% 90% 

Program 

Peningkata

n 

Manajeme

n 

Peradilan 

Umum 

Peningkata

n 

Manajeme

n 

Peradilan 

Umum 

Perkara 

Peradilan 

Umum yang 

diselesaikan 

ditingkat 

pertama dan 

banding 

secara tepat 

waktu 

1 

layanan 
Rp 108.057.000 

    i Persentase 

Perkara yang 

Tidak 

Mengajukan 

Upaya Hukum  

Peninjauan 

Kembali 

100% 

 

100% 100% 100% 100% 

Program 

Peningkata

n 

Manajeme

n 

Peradilan 

Umum 

Peningkata

n 

Manajeme

n 

Peradilan 

Umum 

Perkara 

Peradilan 

Umum yang 

diselesaikan 

ditingkat 

pertama dan 

banding 

secara tepat 

waktu 

1 

layanan 
Rp 108.057.000 

    j Persentase 

Perkara Pidana 

Anak yang 

Diselesaikan 

dengan Diversi 10% 15% 10% 25% 10% 

Program 

Peningkata

n 

Manajeme

n 

Peradilan 

Umum 

Peningkata

n 

Manajeme

n 

Peradilan 

Umum 

Perkara 

Peradilan 

Umum yang 

diselesaikan 

ditingkat 

pertama dan 

banding 

secara tepat 

waktu 

1 

layanan 
Rp 108.057.000 

    k Index 

Kepuasan 

Pencari 

Keadilan 

86% 91% 90% 93% 90% 

Program 

Peningkata

n 

Manajeme

n 

Peradilan 

Umum 

Peningkata

n 

Manajeme

n 

Peradilan 

Umum 

Perkara 

Peradilan 

Umum yang 

diselesaikan 

ditingkat 

pertama dan 

banding 

secara tepat 

waktu 

1 

layanan 
Rp 108.057.000 

      
 

      
 

                   



 

 

2 Terwujudnya 
peningkatan 

pelaksanaan tertib 
administrasi dan  

manajemen peradilan 
yang efektif dan efisien 100% 

Peningkatan 
Efektivitas 

Pengelolaan 
Penyelesaian 

Perkara 

a Persentase 

Salinan 

Putusan 

Perkara 

Perdata yang 

Dikirim 

Kepada Para 

Pihak Tepat 

Waktu 

100% 100% 100% 100% 100% 

Program 

Peningkata

n 

Manajeme

n 

Peradilan 

Umum 

Peningkata

n 

Manajeme

n 

Peradilan 

Umum 

Perkara 

Peradilan 

Umum yang 

diselesaikan 

ditingkat 

pertama dan 

banding 

secara tepat 

waktu 

100 

perkara 
Rp 108.057.000 

   
 

  b Persentase 

Salinan 

Putusan 

Perkara Pidana 

yang Dikirim 

Kepada Para 

Pihak Tepat 

Waktu 

100% 100% 100% 100% 100% 

Program 

Peningkata

n 

Manajeme

n 

Peradilan 

Umum 

Peningkata

n 

Manajeme

n 

Peradilan 

Umum 

Perkara 

Peradilan 

Umum yang 

diselesaikan 

ditingkat 

pertama dan 

banding 

secara tepat 

waktu 

100 

perkara 
Rp 108.057.000 

       c Persentase 

Perkara yang 

Diselesaikan 

Melalui 

Mediasi 10% 15% 10% 30% 10% 

Program 

Peningkata

n 

Manajeme

n 

Peradilan 

Umum 

Peningkata

n 

Manajeme

n 

Peradilan 

Umum 

Perkara 

Peradilan 

Umum yang 

diselesaikan 

ditingkat 

pertama dan 

banding 

secara tepat 

waktu 

100 

perkara 
Rp 108.057.000 

   
 

  d Persentase 

Berkas Perkara 

yang 

Dimohonkan 

Banding, 

Kasasi dan PK 

yang Diajukan 

Secara 

Lengkap dan 

Tepat Waktu 

100% 100% 100% 100% 100% 

Program 

Peningkata

nManajem

en 

Peradilan 

Umum 

Peningkata

n 

Manajeme

n 

Peradilan 

Umum 

Perkara 

Peradilan 

Umum yang 

diselesaikan 

ditingkat 

pertama dan 

banding 

secara tepat 

waktu 

100 

perkara 
Rp 108.057.000 



 

 

    e Persentase 

Putusan 

Perkara yang 

Menarik 

Perhatian 

Masyarakat 

yang Dapat 

Diakses Secara 

Online dalam 

Waktu 1 Hari 

Setelah Putus 

10% 10% 100% 100% 100% 

Program 

Peningkata

nManajem

en 

Peradilan 

Umum 

Peningkata

n 

Manajeme

n 

Peradilan 

Umum 

Perkara 

Peradilan 

Umum yang 

diselesaikan 

ditingkat 

pertama dan 

banding 

secara tepat 

waktu 

100 

perkara 
Rp 108.057.000 

3 

Meningkatnya Akses 

Peradilan bagi 
Masyarakat Miskin dan 

Terpinggirkan 

100% 

Meningkatnya 
Akses 

Peradilan bagi 
Masyarakat 

Miskin dan 
Terpinggirkan 

 

Persentase 

Pencari 

Keadilan 

Golongan 

Tertentu yang 

Mendapat 

Layanan 

Bantuan 

Hukum 

(Posbakum) 

100% 100% 100% 100% 100% 

Program 

Peningkata

nManajem

en 

Peradilan 

Umum 

Peningkata

n 

Manajeme

n 

Peradilan 

Umum 

Perkara 

Peradilan 

Umum yang 

diselesaikan 

melalui 

pembebasan 

biaya 

perkara 

1 

layanan 
Rp 24.000.000 

4 

Meningkatnya 

Kepatuhan Terhadap 
Putusan Pengadilan 

100% 

Meningkatnya 
Kepatuhan 

Terhadap 
Putusan 
Pengadilan 

 

Persentase 

Putusan 

Perkara 

Perdata Yang 

Ditindaklanjuti 

(Dieksekusi) 

100% 100% 75% 100% 100% 

Program 

Peningkata

nManajem

en 

Peradilan 

Umum 

Peningkata

n 

Manajeme

n 

Peradilan 

Umum 

Perkara 

Peradilan 

Umum yang 

diselesaikan 

ditingkat 

pertama dan 

banding 

secara tepat 

waktu 

1 

layanan 
Rp 108.057.000 
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